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Pengantar Direktur 

Penyusunan laporan kinerja 

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan 

Sosial tahun 2024 merupakan mandat dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan SK Menteri LHK Nomor: 

SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja 

Organisasi di lingkungan Kementerian LHK. Laporan ini menyajikan informasi 

secara lengkap dan ringkas tentang capaian kinerja Direktorat PKPS pada tahun 

2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Direktorat PKPS. 

Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi bahan masukan dalam 

perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu 

mendatang. Kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan 

ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasinya. Semoga Allah 

SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk dapat bekerja dalam 

rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. 
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Ringkasan Eksekutif 

Mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, Direktorat 

PKPS mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu: 1) Luas 

Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

dalam skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok 

Masyarakat (target 183.000 hektar); 2) Jumlah Evaluasi Persetujuan 

Pengelolaan Perhutanan Sosial (target 58 SK); 3) Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial (target 3 dokumen), dan 4) Strengthening Social Forestry in 

Indonesia (GEF 6) (target 1 dokumen).  

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2024 semula adalah 

sebesar Rp. 23.586.500.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 

7.461.000.000,- dan HLN sebesar Rp. 16.125.500.000,-. Terdapat blocking 

anggaran sebesar Rp. 1.471.234.000,00 melalui mekanisme automatic 

adjustment pada anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 

1.266.234.000,-, penghematan anggaran belanja perjalanan dinas (akun 524) 

pada anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 85.000.000,- dan 

penghematan akun 524 pada anggaran yang bersumber dari HLN sebesar Rp. 

120.000.000,-. Kemudian terdapat realokasi tunjangan kinerja tahap 1 sebesar 

Rp. 490.000.000,-, dan realokasi tunjangan kinerja tahap 2 sebesar Rp. 

111.800.000,-, sehingga anggaran akhir Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 

21.513.466.000,- yang terdiri dari anggaran APBN sebesar Rp. 5.507.966.000,- 

dan HLN sebesar Rp. 16.005.500.000,-.  
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Secara ringkas, capaian dan realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

a. Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial 

dalam skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada 

Kelompok Masyarakat dengan target 183.000 ha dan 300 unit SK dengan 

capaian kinerja seluas 1.764.214 ha dan 1.081 unit SK. Capaian kinerja 

tercapai 964% untuk luasan dan 360% berdasarkan kelompok masyarakat 

(unit SK). 

b. Jumlah evaluasi persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, 

Kemitraan Kehutanan, dan HTR dengan target 58 SK dengan capaian 

kinerja sebanyak 186 SK. Capaian kinerja tercapai 321%. 

c. Target kinerja IKK 3 adalah 3 dokumen, berupa dokumen laporan 

perencanaan, evaluasi dan ketatausahaan. IKK 3 ini bertujuan untuk 

mengakomodasi kegiatan-kegiatan non teknis pada Direktorat. Capaian 

kinerja 100% tercapai menghasilkan 3 dokumen rancangan strategi dan 

informasi kinerja PKPS.  

d. Target kinerja IKK 4 adalah 1 dokumen, berupa laporan capaian 

pelaksanaan proyek penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia 

(Strengthening of Social Forestry in Indonesia / SSF Project). Capaian Kinerja 

100% tercapai. 

e. Anggaran akhir Direktorat PKPS sebesar Rp. 21.513.466.000,-. Terdapat 

blokir anggaran sebesar Rp. 1.471.234.000,-. Realisasi penyerapan anggaran 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 
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21.495.680.882,-. Jika menggunakan pagu tanpa blokir anggaran 

(Rp.21.513.466.000,-) maka realisasi sebesar 99,92%. Tetapi jika 

memasukkan blokir anggaran ke dalam pagu (Rp.22.984.700.000,-) maka 

realisasi menjadi sebesar 93,52%. 

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran, selanjutnya dilakukan 

analisis efisiensi penggunaan anggaran yang berasal dari APBN dengan 

membandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian 

kinerja. Dari hasil capaian kinerja Direktorat PKPS yang bersumber dari APBN 

sebesar 192 % dengan realisasi anggaran APBN sebesar 99,98 %, didapatkan 

rasio efisiensi sebesar 0,52. Nilai rasio efisiensi <1 tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan anggaran Direktorat PKPS efisien terhadap capaian kinerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia mempunyai kawasan hutan sekitar 120,7 juta hektare yang artinya 

mencakup 63% dari luas daratan di Indonesia. Di sekitar kawasan hutan tersebut 

terdapat 25.853 desa dimana berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik 

pada tahun 2021, 36,7% dari desa hutan tersebut tergolong ke dalam kategori miskin. 

Kebijakan pengelolaan hutan yang silih berganti, nyatanya belum mampu memberikan 

dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar 

hutan. 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan bagi 

masyarakat sekitar hutan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan melakukan inovasi sistem pengelolaan hutan melalui program 

Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/ Hutan Adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku 

utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika 

sosial budaya. Sistem pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dilaksanakan 

melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program Perhutanan Sosial 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan 

dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan. Program ini juga menjadi perwujudan 

salah satu nawacita presiden dan wakil presiden yaitu “Membangun Indonesia dari 

Pinggiran” khususnya dalam sektor kehutanan. 

Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 merilis data yang menyebutkan bahwa 

53% penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk Pulau 

Jawa yang mencapai 1.317 jiwa per km2 (8,3 kali lipat dari kepadatan penduduk 
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nasional) dan menyumbang 56% dari jumlah penduduk Indonesia mengindikasikan 

tingginya tekanan terhadap lahan termasuk kawasan hutan di Pulau Jawa. Tidak 

mengherankan jika tutupan hutan di Pulau Jawa terus menurun dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan data dari KLHK, pada tahun 1990 luas tutupan hutan di Pulau Jawa masih 

26% dari luas dataran di Pulau Jawa. Pada tahun 2020, luas tutupan hutan di Pulau 

Jawa menjadi 17% sehingga berkurang 9 % dalam kurun waktu 20 tahun. 

Merespon permasalahan tingginya tekanan terhadap hutan jawa yang selama 

ini dikelola oleh Perum Perhutani, Pemerintah melalui Kementerian LHK menerbitkan 

kebijakan baru terkait tata kelola kawasan hutan di Pulau Jawa yaitu kebijakan 

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Melalui kebijakan ini, 

pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan hutan dengan fungsi kawasan Hutan 

Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan 

Banten seluas ± 1,1 juta hektare yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani. 

KHDPK merupakan mandat Undang-Undang Cipta Kerja dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan kawasan hutan untuk memperbaiki tata kelola hutan Jawa dan 

memperbaiki kinerja usaha Perhutani. Selama ini Perhutani dianggap terlalu banyak 

terbebani dengan permasalahan sosial (konflik tenurial) dengan penggarap dalam 

pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa. Pengurangan areal kerja Perhutani 

diharapkan dapat meningkatkan fokus Perhutani dalam meningkatkan performa bisnis 

sesuai dengan mandat Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang 

kehutanan. 

Penetapan areal KHDPK, salah satunya ditujukan untuk kepentingan 

Perhutanan Sosial. Pengaturan khusus mengenai Perhutanan Sosial di areal KHDPK 

diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2023. Terhadap pemegang akses 

legal Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin 

Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang berada di dalam areal KHDPK 

maka diwajibkan untuk bertransformasi menjadi salah satu skema Perhutanan Sosial di 

dalam areal KHDPK yaitu HKm, HD, atau HTR. Oleh karena itu transformasi menjadi 
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salah satu tugas yang harus segera diselesaikan oleh Direktorat PKPS meskipun tidak 

menambah luasan capaian areal kelola Perhutanan Sosial. 

Berdasarkan data capaian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, baik 

melalui Perhutanan Sosial, Kemitraan Konservasi, maupun Kemitraan Kehutanan 

Perhutani Produktif, hingga saat ini sudah diterbitkan 11.083 unit akses kelola dengan 

total luasan ± 8.300.117,35 hektare yang dikelola oleh 1.408.729 KK. Khusus untuk 

capaian Perhutanan Sosial (skema HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan 

Adat) yaitu sebanyak 9.831 unit SK dengan total luasan ± 7.968.700,66 hektare yang 

dikelola oleh 1.361.581 KK. Jika tanpa memasukkan hutan adat, maka telah diberikan 

akses kelola sebanyak 9.675 unit SK dengan total luasan ± 6.527.189,41 hektare yang 

dikelola oleh 1.276.037 KK 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 

tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

Perhutanan Sosial. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) 

merupakan salah satu eselon II Lingkup Direktorat Jenderal PSKL yang diberikan 

mandat untuk melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

penyiapan kawasan Perhutanan Sosial dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya 

luas areal kelola kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan melalui skema hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu 

Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemerintah menargetkan pemberian akses 

Kelola Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar hingga tahun 2030.  

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) memiliki peran 

strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan 

sumber daya hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan 

pelaksanaan tahun kelima dalam periodisasi rencana strategis Tahun 2020-2024. 

Kegiatan PKPS pada tahun 2024 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh 
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sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional 

dengan didukung oleh sumber dana yang berasal dari APBN maupun HLN. Laporan 

ini menyajikan informasi secara lengkap dan ringkas tentang capaian kinerja Direktorat 

PKPS pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Direktorat PKPS. 

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PKPS 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, pada BAB XI Pasal 459 disebutkan bahwa tugas Direktorat Penyiapan 

Kawasan Perhutanan Sosial (Direktorat PKPS) adalah melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan penyiapan kawasan Perhutanan Sosial. Pada pasal 460 untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 Direktorat Penyiapan 

Kawasan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi: 

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan;  

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan; 

3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

perpetaan, dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman 

rakyat dan  kemitraan kehutanan; 

4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpetaan, 

dan penyiapan hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan 

kemitraan kehutanan; 

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpetaan, dan penyiapan 

hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan 

kehutanan; 

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpetaan, dan penyiapan hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan; dan 

7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 
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Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial terdiri atas: 

a. Subdirektorat Penyiapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman 

Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang perpetaan, penyiapan hutan kemasyarakatan dan penyiapan 

hutan tanaman rakyat. 

b. Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa dan Kemitraan Kehutanan, mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi 

dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang 

perpetaan, penyiapan hutan desa dan penyiapan kemitraan kehutanan. 

c. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan 

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik 

negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan 

informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern 

direktorat 

d. Kelompok Jabatan Fungsional, merupakan kumpulan dari sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
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Gambar 1. Bagan struktur organisasi Direktorat PKPS. 

 

1.3 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dan 

tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM menjadi salah satu faktor penentu 

perkembangan organisasi yang berfungsi sebagai penggerak, pemikir dan perencana 

untuk mencapai tujuan organisasi. Saat ini jumlah SDM yang ada pada Direktorat 

PKPS berjumlah 68 orang, terdiri atas 31 orang PNS, 24 orang Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (P3K), 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

(PPNPN) dan 4 orang tenaga kontrak. Jumlah SDM di Direktorat PKPS masih 

didominasi oleh PNS yaitu sebesar 45%. Jumlah P3K juga cukup besar yaitu sebesar 

36%. PNS terdiri dari Golongan IV sebanyak 10 orang dan golongan III sebanyak 21 

orang. Berdasarkan jenis kelamin, SDM Direktorat PKPS terdiri dari 38 orang (57%) 

laki-laki dan 30 orang (43%) perempuan. 
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Gambar 2. Distribusi pegawai Direktorat PKPS tahun 2024 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial mempunyai SDM dengan berbagai kompetensi yang terbagi ke 

dalam beberapa jabatan fungsional dan pelaksana. Terdapat 9 (sembilan) jabatan 

fungsional di Direktorat PKPS yaitu pengendali ekosistem hutan, penyuluh kehutanan, 

perencana, analis kebijakan, surveyor pemetaan, pranata komputer, arsiparis, analis 

SDM aparatur, dan pengelola pengadaan barang/jasa. Untuk jabatan pelaksana terdiri 

dari 5 jabatan yaitu analis persiapan lahan, analis data dan informasi, analis keuangan, 

pengolah data, pengelola kepegawaian, sekretaris, pengadministrasi umum 

Dari 68 orang pegawai Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, 4 

pegawai menjabat sebagai pejabat struktural (1 direktur, 2 kepala subdirektorat, dan 1 

kepala subbagian tata usaha), 39 pegawai sebagai pejabat fungsional, dan 25 pegawai 

sebagai pelaksana. Informasi rinci jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dan 

jabatan pelaksana sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 1. Distribusi Pegawai Direktorat PKPS Jabatan Fungsional 

No Jabatan  
Subdit 

Penyiapan HKm 
& HTR 

Subdit Penyiapan  
HD & KK 

Subbag 
Tata Usaha 

Total 

1 Pengendali 
Ekosistem Hutan 

6 8 - 14 

 Pengendali Ekosistem 
Hutan Ahli Madya 

1 - -  

 
Pengendali Ekosistem 
Hutan Ahli Muda 

2 5 -  

 
Pengendali Ekosistem 
Hutan Ahli Pertama 

3 3 -  

2 Penyuluh 
Kehutanan 

4 2 - 6 

 
Penyuluh Kehutanan 
Ahli Muda 

1 - -  

 
Penyuluh Kehutanan 
Ahli Pertama 

3 2 -  

3 Analis Kebijakan - 1 - 1 

 Analis Kebijakan Ahli 
Madya 

- 1 -  

4 Perencana  4 2 1 7 

 Perencana Ahli Muda 1 - -  

 Perencana Ahli 
Pertama 

3 2 1  

5 Pranata Komputer  1 2 - 3 

 Pranata Komputer 
Ahli Pertama 

1 2 - 3 

6 Surveyor Pemetaan 3 - - 3  
Surveyor Pemetaan 
Ahli Pertama 

3 - - 3 

7 Pengelola 
Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 - 2 3 

 
Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa Ahli 
Pertama 

1 - 2 3 

8 Arsiparis - - 1 1  
Arsiparis Ahli Pertama - - 1 1 

9 Analis SDM 
Aparatur 

- - 1 1 

 
Analis SDM Aparatur 
Ahli Pertama 

- - 1 1 

Jumlah  19 15 5 39 
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Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat PKPS Jabatan Pelaksana 

No Jabatan  
Subdit Penyiapan 

HKm & HTR 
Subdit Penyiapan  

HD & KK 
Subbag Tata 

Usaha 
Total 

1 Analis Persiapan 
Lahan 

7 5 - 12 

2 Analis Data dan 
Informasi 

2 4 1 7 

3 Pengolah Data - 1 - 1 

4 Analis Keuangan - - 2 2 

5 Pengelola 
Kepegawaian 

- - 1 1 

6 Sekretaris - - 1 1 

7 Pengadministrasi 
Umum 

- - 1 1 

Jumlah  9 10 6 25 

 

Berdasarkan tabel kondisi kepegawaian dan kebutuhan SDM Direktorat PKPS, 

berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:  

a. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan dinamika 

kebutuhan unit kerja, melalui diskusi dan transfer pengalaman internal unit 

kerja, pelatihan, studi banding, dan penguatan solidaritas internal unit kerja. 

b. Perlunya sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan ilmu sosial 

seperti sosiologi, antropologi, hukum, dan ilmu komunikasi (komunikasi 

massa). Selain itu juga dibutuhkan SDM dengan kompetensi teknologi 

informasi dan hukum. 

c. Perlunya redistribusi personil sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan tim 

kerja internal unit kerja maupun antar unit kerja. 

 

1.4 Sarana dan Prasarana 

Aset Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial per 1 Januari 2024 

tercatat sebanyak 801 unit dengan nilai sebesar Rp 9.288.631.017,-. Aset tersebut 

terdiri dari BMN Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Aset Tak Berwujud Lainnya. 

Pada bulan Januari – November 2024 terdapat penambahan aset dari belanja modal 

sebanyak 21 unit dengan nilai sebesar Rp149.980.000,- untuk pembelian peralatan dan 
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mesin serta penambahan sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp161.250.000,- berupa 

Gedung Bangunan dalam Renovasi dalam bentuk lantai vynil. Selain itu, terdapat 

pengurangan aset karena penghapusan sebanyak 139 unit dengan nilai sebesar Rp 

640.634.714,-. Dengan demikian aset Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan 

Sosial per 30 November 2024 berjumlah 684 unit dengan nilai Rp8.959.226.303,- 

dengan rincian perhitungan sebagaimana Tabel 3 dan Tabel 4. Rincian realisasi Belanja 

Modal Direktorat PKPS sampai dengan November 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 3. Aset Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial tahun 2024 

Jenis Aset Kuantitas Nilai Aset (Rp) 

Nilai BMN Intrakomptabel (yang 

disajikan dalam neraca) 

677 Unit 8.891.776.303,- 

Nilai BMN Ekstrakomptabel 5 Unit 2.450.000,- 

Aset Tak Berwujud Lainnya 2 Unit 65.000.000,- 

Jumlah 684 Unit 8.959.226.303,- 

Tabel 4. Nilai Aset pada Direktorat PKPS per tanggal 30 November 2024 

Uraian Jumlah Nilai 

Saldo Awal 01 Januari 2024 801 Unit   Rp9.288.631.017,- 

Mutasi Tambah (Pembelian Peralatan dan 

Mesin) 

21 Unit Rp149.980.000,- 

Mutasi Tambah (Gedung Bangunan 

Dalam Renovasi) 

1 Unit Rp161.250.000,- 

Mutasi Kurang (Penghapusan) (139 Unit) (Rp640.634.714,-) 

Saldo Akhir November 2024 684 Unit Rp8.959.226.303,- 

 

Tabel 5. Realisasi Belanja Modal sampai dengan November 2024 

No. Jenis Barang Kuantitas 

(Unit) 

Nilai Aset 

(Rp) 

Keterangan 

1 Kursi Besi/Metal                                                  11 33.700.000 SSF Project 

2 Vertical Blind                                                       10 116.280.000 SSF Project 

3 Gedung Bangunan Dalam 

Renovasi                                               

1 161.250.000 Dukman 

PKPS 

Jumlah 22 Unit 311.230.000  
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BAB II 

  PERENCANAAN KINERJA 

  

II. 1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

(PKPS) Tahun 2020-2024 ditetapkan oleh Direktur PKPS dengan Keputusan Direktur 

PKPS Nomor SK.47/PKPS/PP/PSL.0/11/2020 tanggal 6 November 2020. Kemudian 

Renstra PKPS tahun 2020-2024 direvisi dan ditetapkan oleh Plt. Direktur PKPS dengan 

Keputusan Direktur PKPS Nomor SK.5/PKPS/PHKMHTR/REN.0/2/2022 tanggal 25 

Februari 2022. Renstra Direktorat PKPS Tahun 2020-2024 disusun sebagai amanat dari 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Renstra Direktorat PKPS Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai pedoman 

dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran kegiatan 

PKPS, agar upaya penyiapan areal perhutanan sosial dapat berjalan pada arah yang 

benar, mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien. 

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam 

konstitusi negara. Tujuan tersebut dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan 

Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan 

pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Tahapannya disusun dengan bertolak dari 

sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan 

dihadapi. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024 merupakan pelaksanaan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, 
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menegaskan kembali bahwa pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan 

ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ideologi tersebut harus menjadi penuntun, penggerak, 

pemersatu, dan sekaligus sebagai bintang pengarah.  

Visi Presiden-Wakil Presiden pada pemerintahan periode 2020-2024 adalah 

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN 

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Langkah yang 

ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi 

Pembangunan Nasional yaitu:  

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 

8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 

di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu: 

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup 

untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 

Berpedoman pada tugas, fungsi, dan kewenangan KLHK sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Misi KLHK, yaitu: 

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas; 

2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara 

berkeadilan dan berkelanjutan; 
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3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki 

maupun perempuan secara adil dan setara; dan 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; 

2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk 

perekonomian nasional; 

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan 

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; dan 

4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang 

baik. 

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDG’s). Dengan 

berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan 

Visi dan Misi Presiden, maka rumusan sasaran strategis KLHK dibagi menjadi 13 

sasaran strategis yang ditetapkan berdasarkan 4 (empat) pilar tujuan utama KLHK 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK 

Tahun 2020-2024. 

Sebagai manifestasi peran KLHK dalam pembangunan nasional, maka Visi 

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) 

adalah “Terwujudnya Keadilan Akses Kelola, Kesejahteraan Masyarakat dan 

Kelestarian Hutan melalui Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat dalam 

Mendukung Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan 

Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.  



14               Laporan Kinerja Direktorat PKPS 2024  

  

 

Gambar 3. Sasaran Strategis KLHK 

Dengan berpedoman pada hal itu, maka disusunlah Misi Ditjen PSKL sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan; 

2. Mewujudkan kelestarian kawasan hutan; dan 

3. Meningkatkan kualitas kawasan hutan berdasarkan fungsi ekologi, sosial, dan 

ekonomi. 

Dalam rangka mewujudkan 4 (empat) tujuan KLHK, maka ditetapkan tujuan 

Ditjen PSKL sebagai berikut: 

1. Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat; 

2. Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mampu 

memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan; 

3. Meningkatnya jumlah kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mampu 

mengelola hutan dan meningkatkan nilai transaksi ekonomi; dan 

4. Meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja Ditjen PSKL.  

Ditjen PSKL mendukung keempat pilar tujuan KLHK pada SS4, SS6, SS11, 

dan SS13. Untuk mencapai 4 SS yang menjadi tanggung jawab Ditjen PSKL, 

pelaksanaannya dilakukan melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Hutan 

Berkelanjutan untuk mencapai SS4, SS6, SS11, dan Program Dukungan Manajemen 
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untuk mencapai SS13. Penjabaran sasaran strategis KLHK dan sasaran Ditjen PSKL 

disajikan pada tabel berikut ini.  

Tabel 6. Penjabaran Sasaran Strategis KLHK dan Sasaran Ditjen PSKL 

Pilar Tujuan 

Sasaran Strategis / 

Sasaran Program 

(SP) 

IKP / IKU 

Lingkungan Kondisi lingkungan 

hidup dan hutan 

yang semakin 

tanggap terhadap 

perubahan iklim 

Menurunnya laju 

penyusutan hutan 

 

Laju deforestasi dan 

penyusutan hutan 

Ekonomi Aktualisasi potensi 

ekonomi dari 

sumber 

daya hutan dan 

lingkungan hidup 

Meningkatnya 

pemanfaatan 

sumber daya hutan 

yang berkelanjutan 

Kontribusi sektor 

kehutanan terhadap PDB 

nasional (berdasarkan 

harga berlaku) 

Pilar Sosial Terjaganya 

keberadaan, fungsi 

dan distribusi 

manfaat hutan yang 

berkeadilan dan 

berkelanjutan 

Meningkatnya 

pemanfaatan hutan 

oleh masyarakat 

yang adil dan merata 

Luas kawasan hutan yang 

dikelola oleh masyarakat 

 

Pilar Tata 

Kelola 

Terjaganya 

keberadaan, fungsi, 

dan distribusi 

manfaat hutan yang 

berkeadilan dan 

berkelanjutan 

Meningkatnya 

birokrasi dan layanan 

publik yang 

agile, efektif, dan 

efisien 

 

Nilai kinerja reformasi 

birokrasi 
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Direktorat PKPS berperan dalam tercapainya SS11 yaitu meningkatnya 

pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata melalui kegiatan pemberian 

akses kelola perhutanan sosial. Penjabaran arsitektur kinerja Direktorat PKPS dan 

target kinerja kegiatan pemberian akses kelola kawasan hutan tahun 2020-2024 

sebagaimana tersaji pada gambar dan tabel berikut ini.  

 

Gambar 4. Arsitektur Kinerja Direktorat PKPS
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Tabel 7. Target Kinerja Kegiatan Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 

Indikator Kinerja 

Unit Eselon I 
Kegiatan IKK 

Target 
Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024 

T3.S3.1.1.1 

Luas Hutan yang 

Dikelola oleh 

Masyarakat 

Penyiapan 

Kawasan 

Perhutanan 

Sosial 

Luas Kawasan Hutan yang 

Memperoleh Persetujuan 

Perhutanan Sosial dalam Skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, 

dan HTR kepada Kelompok 

Masyarakat 

125.000 250.000 200.000 1.750.000 1.675.000 Hektare 

Jumlah Evaluasi Persetujuan 

Perhutanan Sosial 

50 80 50 750 570 SK 

Fasilitasi Penyiapan Kawasan PS - 3 3 3 3 Dokumen 

Strengthening Social Forestry in 

Indonesia (GEF 6) 

- 1 1 1 1 Dokumen 
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II. 2. Rencana Kerja Tahun 2024 

Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) 

Tahun 2024 ditetapkan oleh Direktur PKPS dengan Keputusan Direktur Nomor: 

SK.17/PKPS/PHKHTR/REN.0/12/2023 tanggal 7 Desember 2023. Rencana Kerja 

Direktorat PKPS Tahun 2024 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat 

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2024 yang disusun 

berdasarkan RKP Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 52 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Pelaksanaan uraian tugas 

Direktorat PKPS dituangkan dalam serangkaian sasaran, indikator, dan target kinerja 

kegiatan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan menjaring 

komitmen para pihak, baik dari Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, 

lembaga swadaya masyarakat/CSO. Sasaran Kegiatan, IKK dan Rincian Output pada 

kegiatan PKPS disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 8. Keterkaitan antara Program dan Kegiatan PKPS 

Program Kegiatan 
Sasaran 

Kegiatan PKPS 
IKK 

Rincian 

Output (RO) 
Pelaksana 

Pengelolaan 

Hutan 

Berkelanjutan 

Penyiapan 

Kawasan 

Perhutanan 

Sosial 

Meningkatnya 

Luas Akses 

Legal Hutan 

oleh Masyarakat 

Setiap Tahun 

Luas Prakondisi 

Persetujuan 

Perhutanan Sosial 

dalam Skema HD, 

HKm, Kemitraan 

Kehutanan, dan 

HTR 

Prakondisi  

Kelompok 

Masyarakat 

Calon 

Penerima 

Persetujuan 

(RO 1) 

Balai PSKL 

Luas Kawasan 

Hutan yang 

Memperoleh 

Persetujuan 

Perhutanan Sosial  

dalam Skema HD, 

HKm, Kemitraan 

Kehutanan, dan 

Persetujuan 

Perhutanan 

Sosial dalam 

Skema HD, 

HKsm, 

Kemitraan 

Kehutanan, 

dan HTR 

Direktorat 

PKPS 
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Program Kegiatan 
Sasaran 

Kegiatan PKPS 
IKK 

Rincian 

Output (RO) 
Pelaksana 

HTR kepada 

Kelompok 

Masyarakat 

kepada 

Kelompok 

Masyarakat 

(RO 2) 

Jumlah Evaluasi 

Persetujuan 

Perhutanan Sosial 

Persetujuan 

Perhutanan 

Sosial yang 

Dievaluasi 

(RO 3) 

Direktorat 

PKPS 

Fasilitasi 

Penyiapan 

Kawasan PS 

Fasilitasi 

Penyiapan 

Kawasan PS 

(RO 4) 

Direktorat 

PKPS 

Strenghtening of 

Social Forestry in 

Indonesia 

Strenghtening 

of Social 

Forestry in 

Indonesia (RO 

5) 

Direktorat 

PKPS dan 

Balai PSKL 

(Sumatera, 

Bali Nusra, 

dan Maluku 

Papua) 

 

Pelaksana dari kelima RO terbagi antara Balai PSKL dan Direktorat PKPS. RO 

1 dilaksanakan oleh Balai PSKL. RO 2, RO 3, dan RO 4 dilaksanakan oleh Direktorat 

PKPS. RO 5 dilaksanakan oleh Balai PSKL (Sumatera, Bali Nusra, dan Maluku Papua) 

serta Direktorat PKPS sebagai National Project Management Unit (NPMU). Strategi 

pencapaian RO tersebut merupakan kolaborasi antara pusat dan daerah sehingga 

pencapaian IKK juga dilaksanakan oleh satker pusat (Direktorat PKPS) dan satker UPT 

lingkup PSKL. Target kinerja Direktorat PKPS Tahun 2024 sebagaimana tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 9. Target Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2024  

IKK Target Awal 

IKK 2 Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh 

Persetujuan Perhutanan Sosial  dalam Skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR 

kepada Kelompok Masyarakat 

300 Kelompok 

Masyarakat 

(183.000 Ha) 

IKK 3 Jumlah Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial 58 Kelompok 

Masyarakat 

(SK) 

IKK 4 Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan 

Sosial 

3 Dokumen 

IKK 5 Strenghtening of Social Forestry in Indonesia 1 Dokumen 

 

IKK ke-5 Direktorat PKPS berupa Proyek Penguatan Perhutanan Sossial atau 

Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) merupakan kerja sama antara 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK), dengan Global Environmental Facility (GEF) melalui Bank Dunia. Proyek 

SSF telah mendapat persetujuan GEF Executive Director pada tanggal 13 Februari 

2020. Selanjutnya, perjanjian hibah (grant agreement) antara Pemerintah Indonesia 

dan Bank Dunia telah ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2020. 

Sesuai perjanjian hibah, proyek dimulai secara efektif sejak ditetapkannya Surat 

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.64/SETJEN/ROKUM/KLN.0/9/2020 pada tanggal 10 September 2020 tentang 

“Pembentukan National Project Management Unit (NPMU) sebagai Pengelola Harian 

Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia”. Berdasarkan SK Sekjen tersebut, 

ditetapkan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) sebagai 

Penanggung Jawab NPMU atau Implementing Agency SSF Project. Namun demikian, 

mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19, maka Bank Dunia dan KLHK telah 
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menyepakati bahwa pelaksanaan proyek secara operasional ditunda hingga tahun 2021. 

Proyek SSF dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak 2021 hingga 2025.  

Lokasi Proyek SSF terdiri atas 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu: 

Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Lampung Selatan 

(Provinsi Lampung), Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima (Provinsi NTB) 

dan Kabupaten Halmahera Barat (Provinsi Maluku Utara). Proyek SSF bertujuan untuk 

mendorong penguatan program perhutanan sosial di Indonesia melalui penguatan 

kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam mengelola sumber daya hutan secara 

lestari dan memperkuat regulasi program perhutanan sosial. Tujuan proyek SSF dirinci 

melalui 4 (empat) indikator capaian yaitu luas area yang diberikan kepada masyarakat 

dengan skema perhutanan sosial, luas area yang dikelola dengan praktik pengelolaan 

lansekap berkelanjutan, mitigasi gas rumah kaca, dan jumlah masyarakat yang 

mendapatkan manfaat peningkatan moneter dan non-moneter.  

 

Gambar 5. Tujuan dan Indikator Capaian Proyek SSF 
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Dalam rangka mencapai tujuan, pelaksanaan proyek SSF terbagi ke dalam beberapa 

capaian antara yang dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen, yaitu: 

 

Komponen 1: Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan untuk Mendukung 

Program Perhutanan Sosial 

Dana yang dialokasikan untuk komponen ini sebesar 17,65% dari total anggaran 

proyek.  Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung tiga sub-komponen sebagai 

berikut: 

1.1. Kebijakan dan Regulasi 

Mengembangkan, menguatkan, dan melakukan harmonisasi antar 

kerangka kerja yang relevan, kebijakan, peraturan, dan prosedur di tingkat 

nasional dan sub-nasional (provinsi dan kabupaten) dalam rangka mendukung 

program perhutanan sosial. Sub-komponen ini merencanakan penyusunan 13 

(tiga belas) regulasi sebagai berikut: 

✓ 1 (satu) draft akhir Peraturan/Instruksi Presiden terkait perhutanan sosial di 

Indonesia. 

✓ 3 (tiga) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait 

dengan perhutanan sosial. 

✓ 3 (tiga) Peraturan Direktur Jenderal PSKL. 

✓ 6 (enam) Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati 

tentang integrasi program perhutanan sosial dengan program pembangunan 

di provinsi/kabupaten. 

Penyusunan peraturan di atas dilakukan dengan prinsip partisipatif, 

transparan, berkeadilan dan efisien biaya. Tema regulasi yang diatur dalam 

Proyek Penguatan Perhutanan Sosial akan disesuaikan dengan perkembangan 

kondisi dan kebutuhan.  Draft Peraturan/Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, 

Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati serta Peraturan Direktur Jenderal 

PSKL dapat selesai pada akhir tahun ketiga Proyek SSF. 
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1.2. Penguatan Kelembagaan 

Peningkatan kapasitas institusi/kelembagaan pendukung program 

perhutanan sosial, antara lain tidak terbatas pada penguatan dan pengembangan 

Pokja PPS Provinsi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi 

konflik atau perselisihan, mendukung pembentukan dan pengembangan LPHD 

dan KTH, memfasilitasi proses reviu, dan penyusunan rencana kerja di tingkat 

kelompok masyarakat. Sub-komponen ini antara lain akan mendorong 

pelaksanaan: 

a. Pengembangan kapasitas dan efektivitas kelompok kerja percepatan 

perhutanan sosial (POKJA PPS) provinsi. 

b. Pengembangan lembaga pengelola hutan desa (LPHD) dan/atau kelompok 

tani hutan. 

c. Peningkatan kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumber 

daya hutan secara berkelanjutan.   

d. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja di tingkat kelompok masyarakat. 

1.3. Pengembangan dan Pengelolaan Pengetahuan serta Asistensi Teknis 

Menyediakan asistensi teknis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan 

perangkat sistem informasi geospasial untuk program perhutanan sosial serta 

melakukan aktivitas pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait dengan 

perhutanan sosial.  Sub-komponen ini akan melaksanakan beberapa kegiatan 

antara lain: 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi produk, dan pemasaran serta 

network perhutanan sosial.  

b. Pengembangan aplikasi digital yang mudah/sederhana tapi akurat dan 

terpercaya tentang perhutanan sosial. 

c. Memperkuat SINAV-PS dan web perhutanan sosial.   
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Komponen 2: Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Program 

Perhutanan Sosial 

Dana untuk komponen ini dialokasikan dengan porsi 76,39% dari total anggaran 

proyek.  Ditujukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam merencanakan 

pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan, melalui 3 sub-komponen 

kegiatan sebagai berikut: 

2.1. Rencana Pengelolaan 

Menyediakan asistensi teknis kepada masyarakat penerima target proyek 

dalam menyiapkan rencana pengelolaan hutan yang lestari, termasuk 

mengembangkan pemetaan partisipatif, serta penataan batas areal perhutanan 

sosial. Sub-komponen ini akan memfasilitasi masyarakat dalam beberapa 

kegiatan antara lain sebagai berikut:  

a. Pengajuan proposal untuk mendapat izin areal untuk perhutanan sosial. 

b. Pemetaan dan penataan batas areal perhutanan sosial. 

c. Penyusunan rencana pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk rencana 

kerja umum dan rencana kerja tahunan (RKU/RKT) secara partisipatif.  

2.2.  Pengembangan Model Sumber Penghidupan Masyarakat Sekitar Hutan 

Menyediakan asistensi teknis serta bantuan/hibah untuk masyarakat dalam 

rangka membangun kegiatan usaha perhutanan sosial. Sub-komponen ini akan 

memperkuat pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain: 

a. Fasilitasi identifikasi sumber daya hutan non-kayu dan jasa lingkungan 

lainnya yang bersifat komersial. 

b. Fasilitasi pemanenan sumber daya hutan secara berkelanjutan. 

c. Fasilitasi pengembangan usaha berbasis sumber daya hutan secara 

berkelanjutan. 

d. Fasilitasi dana bantuan (block grant) untuk mendukung model sumber 

penghidupan masyarakat. 

2.3.  Pengembangan dan Pelaksanaan Investasi pada Tingkat Masyarakat 

Menyediakan dana hibah untuk masyarakat penerima manfaat proyek 

dalam rangka mengimplementasikan rencana pengelolaan sebagaimana 
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disebutkan pada komponen 2.1. dan melaksanakan kegiatan pengembangan 

untuk scalling-up usaha bisnis masyarakat. Sub-komponen ini akan digunakan 

untuk pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain: 

a. Mendukung pelaksanaan rencana pengelolaan perhutanan sosial partisipatif. 

b. Fasilitasi pemilihan dan pelaksanaan investasi prioritas dan rencana usaha 

tingkat masyarakat secara partisipatif, berbasis sumber daya hutan dan 

pertanian (agroforestry system). 

c. Fasilitasi sarana atau infrastruktur serta kelembagaan pendukung 

pelaksanaan investasi prioritas. 

d. Fasilitasi pengajuan dana bantuan (block grant) untuk mendukung investasi 

prioritas. 

 

Komponen 3: Pengelolaan Proyek dan Monitoring Evaluasi 

Komponen ini didedikasikan untuk mendukung kegiatan pengelolaan Proyek 

Penguatan Perhutanan Sosial dan monitoring serta evaluasi proyek. Dana untuk 

komponen ini dialokasikan dengan porsi 5,96% dari total anggaran proyek. Komponen 

ini ditujukan untuk fasilitasi/asistensi teknis dan dukungan untuk pelaksanaan proyek, 

antara lain: 

a. Personil pendukung proyek 

b. Sarana dan prasarana proyek 

c. Pertemuan National Stering Committee (NSC) dan National Technical Committee 

(NTC) 

d. Peluncuran Proyek SSF 

e. Monitoring dan evaluasi proyek 

Untuk memastikan pengelolaan proyek berjalan sesuai dengan program 

perhutanan sosial secara menyeluruh, maka proyek penguatan perhutanan sosial 

dilaksanakan oleh: 

a. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) 

sebagai Executing Agency (EA); dan  
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b. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dit. PKPS) sebagai 

Implementing Agency (IA). 

Dalam pelaksanaannya, IA akan dibantu secara teknis oleh Direktorat lain 

lingkup Direktorat Jenderal PSKL, yaitu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL 

(Setditjen PSKL), Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Dit. PUPS), 

Direktorat 

Kemitraan 

Lingkungan 

(Dit. KL), 

Direktorat 

Penyelesaian 

Konflik 

Tenurial dan 

Hutan Adat 

(Dit. PKTHA), 

serta institusi 

terkait lainnya pada Kementerian LHK.  

Struktur organisasi Proyek Penguatan Perhutanan Sosial terdiri atas 3 (tiga) level 

utama, yaitu: 

1) National Steering Commite (NSC) dan National Technical Committee (NTC) 

2) National Project Manajemen Unit (NPMU) 

3) Sub-national Project Management Unit (SPMU) 

 

II. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan amanat dari Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. 

Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 
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penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang 

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator 

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.  

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja 

yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian 

kinerja tahun 2024 antara Direktur PKPS dengan Direktur Jenderal PSKL telah 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSKL pada bulan Januari tahun 2024. Perjanjian 

selengkapnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2024 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat, 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Luas kawasan hutan yang 

memperoleh  persetujuan 

perhutanan sosial dalam skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan 

dan HTR kepada kelompok 

masyarakat 

183.000 

Ha 

2. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat, 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Kelompok masyarakat penerima 

persetujuan perhutanan sosial 

yang dievaluasi 

58 SK 

3. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

Fasilitasi penyiapan kawasan 

perhutanan sosial 

3 

Dokumen 
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

desa, hutan tanaman rakyat, 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

4. Meningkatnya akses kelola 

hutan kemasyarakatan, hutan 

desa, hutan tanaman rakyat, 

dan kemitraan kehutanan 

setiap tahun 

Strengthening Social Forestry in 

Indonesia (GEF 6) 

1 

Dokumen 

 

II. 4. Perencanaan Anggaran Tahun 2024 

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2024 semula adalah sebesar Rp. 

23.586.500.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 7.461.000.000,- dan HLN 

sebesar Rp. 16.125.500.000,-. Kemudian terjadi penyesuaian anggaran melalui 

mekanisme automatic adjustment sebesar Rp. 1.266.234.000,- pada anggaran yang 

bersumber dari APBN, realokasi tunjangan kinerja tahap 1 sebesar Rp. 490.000.000,-, 

realokasi tujangan kinerja tahap 2 sebesar Rp. 111.800.000,-, dan penghematan 

anggaran belanja perjalanan dinas (akun 524) sebesar Rp. 85.000.000,- sehingga 

anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 5.507.966.000,-. Adapun penghematan 

akun 524 pada anggaran yang bersumber dari HLN sebesar Rp. 120.000.000,-. 

Sehingga total anggaran akhir Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 21.513.466.000,- 

Struktur anggaran Direktorat PKPS tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) output 

teknis, yaitu: 1) Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial 

dalam skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada kelompok 

masyarakat dengan satuan hektare; 2) Jumlah evaluasi persetujuan perhutanan sosial 

dengan satuan SK; 3) Fasilitasi penyiapan kawasan perhutanan sosial dengan satuan 

dokumen; dan 4) Strengthening Social Forestry in Indonesia (GEF 6) dengan satuan 

dokumen. Berikut ini adalah rincian rencana anggaran Direktorat PKPS tahun 2024 per 

jenis belanja, komponen, dan output kegiatan. 
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Rencana Anggaran per Sumber Dana dan per Jenis Belanja 

Berdasarkan jenis belanja, anggaran Direktorat PKPS terdiri dari belanja barang 

dan belanja modal. Berdasarkan sumber dana, alokasi anggaran Direktorat PKPS tahun 

2024 bersumber dana dari Rupiah Murni (RM), PNBP (Pendapatan Negara Bukan 

Pajak), dan Hibah Luar Negeri (HLN) dengan rincian sebagaimana tabel dan gambar 

berikut ini. 

Tabel 11. Rencana Anggaran per Jenis Belanja dan per Sumber Dana Tahun 2024 

Jenis 

Belanja 

Sumber Dana Jumlah 

RM PNPB HLN 

Belanja 

Barang  

2.489.966.000 3.018.000.000 15.855.500.000 21.363.466.000 

Belanja 

Modal 

- - 150.000.000 150.000.000 

TOTAL 2.489.966.000 3.018.000.000 16.005.500.000 21.513.466.000 

 

 

Gambar 6. Komposisi Anggaran Direktorat PKPS Tahun 2024 berdasarkan Sumber 

Dana 

 

4.1 Rencana Anggaran per Output dan Komponen 

Alokasi anggaran pada output teknis (luas hutan yang dikelola masyarakat 

dalam bentuk HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Kehutanan) memiliki dua 

RM

12%

PNBP

14%

HLN

74%
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komponen yang ekuivalen dengan struktur kelembagaan pada Direktorat PKPS 

yaitu Subdit Penyiapan HKm dan HTR, Subdit Penyiapan HD dan Kemitraan 

Kehutanan, serta Subbagian Tata Usaha. Adapun struktur anggaran berdasarkan 

rincian output dan komponen pada Direktorat PKPS sebagaimana tabel berikut 

ini. 

 

Tabel 12. Rencana Anggaran per Output dan Komponen Tahun 2024 

Sumber 

Dana 

Kode Kegiatan Jumlah 

APBN 6749 Direktorat Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 

5.507.966.000 

BAH.001 Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 

514.166.000 

051 Penyusunan Perencanaan 118.595.000 

052 Evaluasi dan Pelaporan 395.571.000 

QDD.002 Persetujuan Perhutanan Sosial 

dalam Skema HD, HKm, 

Kemitraan Kehutanan, dan 

HTR kepada Kelompok 

Masyarakat 

4.301.800.000 

051 Penyiapan Hutan 

Kemasyarakatan dan Hutan 

Tanaman Rakyat 

1.999.252.000 

052 Penyiapan Hutan Desa dan 

Kemitraan Kehutanan 

2.302.548.000 

QDD.003 Kelompok Masyarakat 

Penerima Persetujuan 

692.000.000 
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Sumber 

Dana 

Kode Kegiatan Jumlah 

Perhutanan Sosial yang 

Dievaluasi 

051 Evaluasi Izin Akses Perhutanan 

Sosial 

692.000.000 

HLN 6749 Strengthening Social Forestry in 

Indonesia Project (GEF 6) 

16.005.500.000 

BDD.002 Fasilitasi dan Pembinaan 

Kelompok Masyarakat melalui 

Project SSF 

16.005.500.000 

051 Penguatan Kebijakan dan 

Kelembagaan untuk Mendukung 

Perhutanan Sosial 

2.300.000.000 

052 Penguatan Kemampuan 

Masyarakat mengelola SDH 

melalui Perhutanan Sosial 

9.707.400.000 

053 Pengelolaan Proyek dan 

Monitoring Evaluasi 

3.998.100.000 
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BAB III   

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

III. 1. Capaian Kinerja Direktorat PKPS 

Capaian kinerja organisasi dilihat berdasarkan hasil capaian yang diperoleh 

berdasarkan target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Tahun 2024, Direktorat 

PKPS memiliki empat indikator kinerja kegiatan yang menjadi dasar penghitungan 

pencapaian kinerja organisasi. Berdasarkan hasil yang telah dicapai, capaian kinerja 

masing-masing indikator kinerja kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 13. Capaian kinerja organisasi Direktorat PKPS tahun 2024 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian % Capaian 

Luas kawasan hutan yang 

memperoleh persetujuan 

Perhutanan Sosial dalam Skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, 

dan HTR kepada Kelompok 

Masyarakat 

183.000 Ha  

/ 

300 

Kelompok 

1.764.214 ha 

 /  

1.081 

Kelompok 

964 % 

/ 

360 % 

Jumlah evaluasi persetujuan 

Perhutanan Sosial 

58 SK 186 SK 321 % 

Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 

3 Dokumen 3 Dokumen 100% 

Strengthening Social Forestry in 

Indonesia (GEF 6) 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

Rata-rata capaian kinerja IKK 371 % /  
220 % 

 

Perlu dipahami bahwa untuk capaian luas pada IKK luas kawasan hutan yang 

memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial disajikan dalam dua informasi, yaitu dalam 

luas (hektar) dan dalam jumlah kelompok masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan pencatatan target capaian pada sistem penganggaran yang berdasarkan KRO 

(Kelompok Rincian Output) dan RO (Rincian Output) yang tidak ada target dengan 

satuan luasan hektar, sehingga disesuaikan menjadi satuan kelompok masyarakat. 
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Namun demikian pada laporan kinerja ini, penjelasan lebih lanjut terkait capaian 

pemberian persetujuan lebih banyak dijelaskan dalam bentuk satuan hektar. Capaian 

IKK luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial, tidak hanya 

diperoleh dari sumber dana APBN melainkan juga dari dana HLN (proyek SSF). Selain 

itu juga memanfaatkan sumber dana dari Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang 

dikelola oleh BPDLH (tidak masuk dalam DIPA). Oleh sebab itu capaian pada IKK 1 

jauh lebih besar dibandingkan dengan target. 

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Luas kawasan hutan yang memperoleh 

persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, 

dan HTR kepada Kelompok Masyarakat 

Dalam Laporan Kinerja ini, cakupan capaian Direktorat PKPS dalam rangka 

pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial hanya meliputi luas kawasan 

hutan yang memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR 

dan Kemitraan Kehutanan. Sedangkan cakupan capaian pemberian persetujuan 

pengelolaan Perhutanan Sosial pada Ditjen PSKL meliputi luas kawasan hutan yang 

memperoleh persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, HTR, Kemitraan 

Kehutanan (KK) dan Hutan Adat. Selain dari Perhutanan Sosial, capaian Indikator 

Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program akses kelola hutan oleh masyarakat pada 

Ditjen PSKL juga mencakup areal Kemitraan Konservasi dan Kemitraan Kehutanan 

Perhutani Produktif. 

Selama tahun 2024, Direktorat PKPS mampu mencapai pemberian persetujuan 

Perhutanan Sosial seluas 1.764.214 ha untuk 68.193 Kepala Keluarga (KK) dengan 

jumlah SK sebanyak 1.081 unit. Capaian PSKL untuk IKP akses kelola masyarakat 

pada tahun 2024 adalah seluas 1.850.072 Ha (1.100 unit). Capaian PKPS untuk IKK 1 

berkontribusi 95% terhadap capaian Ditjen PSKL Tahun 2024 untuk IKP akses kelola 

masyarakat.  

Jika dibandingkan dengan luasan Perhutanan Sosial hingga tahun 2024, capaian 

PKPS tahun 2024 berkontribusi 21,26% terhadap capaian IKP Ditjen PSKL hingga 

tahun 2024 yaitu seluas 8.300.117,35 ha untuk 1.408.729 KK dengan jumlah unit SK 

sebanyak 11.015 unit (Gambar 7). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 
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capaian Direktorat PKPS pada tahun ini lebih besar karena adanya percepatan 

penerbitan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial melalui kegiatan kerja 

bareng jemput bola (jareng jebol) dan adanya dukungan anggaran dari HLN (Proyek 

SSF) serta Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh BPDLH. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Trend Capaian PSKL dari tahun ke tahun dan perbandingan capaian 

Direktorat PKPS Tahun 2024 terhadap capaian PSKL hingga tahun 2024 
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Tahun 2024 target IKK 1 Direktorat PKPS sebesar 183.000 ha (300 kelompok 

masyarakat), sementara capaian kinerja PKPS untuk IKK 1 seluas 1.764.214 ha (1.081 

kelompok masyarakat) atau 964 % dari target jika berdasarkan luasan dan 360% jika 

berdasarkan jumlah kelompok. Capaian pemberian persetujuan Perhutanan Sosial 

Direktorat PKPS terbagi atas Skema HD, HKm, HTR dan KK dengan rincian pada 

tabel 14. Pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, baik dari segi luasan 

maupun jumlah kelompok, paling banyak diberikan dalam skema Hutan Desa.  

Tabel 14. Capaian pemberian akses legal Perhutanan Sosial Dit. PKPS Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Capaian pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema 

HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Kehutanan pada tahun 2024 dalam Ha dan jumlah 

unit SK  

 

Keberhasilan pelaksanaan program Perhutanan Sosial sangat ditentukan oleh 

keterlibatan dan peran serta seluruh pihak yang terkait, baik pusat maupun daerah. 

Keterlibatan juga bukan hanya dalam bentuk komitmen kebijakan, tetapi juga 

komitmen anggaran. Dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan 1 tahun 2024, 

Direktorat PKPS didukung dana yang bersumber dari Proyek Implementasi REDD+ 

No Skema Luas (Ha) Unit SK KK 

1 HD 1.655.844 674 44.221 

2 HKm 105.068 393 23.260 

3 HTR 2.424 3 367 

4 Kemitraan Kehutanan 878 11 345 

TOTAL 1.764.214 1.081 68.193 

HD
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HKm
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HTR

2.424 Ha
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KK
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0%

HD

674
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KK
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GCF RBP yang dikelola oleh BPDLH dan tidak masuk dalam DIPA dan dana HLN 

dari Proyek SSF. Oleh sebab itu capaian pada IKK 1 melampaui target yang ditetapkan 

secara signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capaian Proyek Implementasi 

REDD+ GCF RBP Tahun 2024: 

1. Telah terbit persetujuan 

pengelolaan perhutanan 

sosial seluas  1.553.246 ha, 

khusus di dalam areal 

KHDPK seluas 17,817 Ha. 

Penerbitan persetujuan 

pengelolaan dilakukan 

secara reguler dan melalui 

mekanisme Jareng Jebol.  

2. Sebanyak 44 unit SK seluas 

18.266,08 Ha telah di 

transformasi dari SK Kulin 

KK menjadi SK Persetujuan 

Perhutanan Sosial skema 

HD dan HKm. 

 

Target Proyek Implementasi 

REDD+ GCF RBP 2024: 

1. Percepatan fasilitasi 

distribusi akses 

persetujuan pengelolaan 

Perhutanan Sosial (skema 

HD, HKm, HTR, dan 

Kemitraan Kehutanan) 

seluas 180.000 Ha dan 

khusus di dalam areal 

KHDPK seluas 23.000 Ha 

sehingga total 203.000 Ha. 

2. Fasilitasi pelaksanaan 

transformasi Perhutanan 

Sosial di areal KHDPK 

sebanyak 30 SK   

 

 Target akhir Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project  2020 – 2025 untuk 

indikator  luas kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan perhutanan sosial 

adalah seluas 300.000 ha. Hingga tahun 2024, capaian SSF untuk indikator tersebut 

seluas 356.194,14 Ha.  

 

Khusus pada tahun 2024, Proyek SSF berkontribusi memberikan akses kelola 

Perhutanan Sosial sebanyak 125 unit SK dengan luas  82.037,90 ha. 
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Tabel 15. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2024 

(berdasarkan luas) 

Regional 
Luas (Ha) 

HD HKm HTR KK Total 

Bali-Nusa 
Tenggara 4.190,00 15.829,34     20.019,34 

Jawa 28.947,00 7.567,56     36.514,56 

Kalimantan 159.141,10 31.506,57 1.342,00   191.989,67 

Maluku-Papua 1.396.925,84 1.339,00     1.398.264,84 

Sulawesi 26.771,00 23.086,13     49.857,13 

Sumatera 39.869,00 25.739,55 1.082,00 877,90 67.568,45 

Grand Total 1.655.843,94 105.068,15 2.424,00 877,90 1.764.213,99 

 

 

Gambar 9. Persentase capaian distribusi akses per regional berdasarkan luasan 

Tabel 16. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2024 

(berdasarkan jumlah unit) 

Regional 
Jumlah Unit 

HD HKm HTR KK Total 

Bali-Nusa Tenggara 15 120     135 

Jawa 79 41     120 

Kalimantan 72 59 2   133 

Maluku-Papua 440 6     446 

Sulawesi 26 80     106 

Sumatera 42 87 1 11 141 

Grand Total 674 393 3 11 1.081 

Bali Nusra

1,13%

Jawa

2,07%
Kalimantan

10,88%

Maluku Papua

79,26%

Sulawesi

2,83%

Sumatera

3,83%

79,26% capaian distribusi 
akses berlokasi di Maluku 
– Papua yang merupakan 
hasil dari kegiatan Jareng 

Jebol di Provinsi Papua 
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Gambar 10. Persentase capaian distribusi akses per regional berdasarkan luasan pada 

tahun 2024 

Pemberian persetujuan Perhutanan Sosial dilakukan melalui berbagai tahapan 

proses mulai dari pengajuan permohonan dari masyarakat, verifikasi administrasi oleh 

Direktorat PKPS, dan verifikasi teknis oleh BPSKL. Kemudian Direktur PKPS 

menyampaikan pertimbangan teknis (melalui Nota Dinas) kepada Sekretaris Ditjen 

PSKL untuk selanjutnya dapat diterbitkan SK Persetujuan Pengelolaan PS oleh Dirjen 

PSKL. 

 

 

 

Gambar 11. Tahapan proses pemberian persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial 

Bali Nusra

12,49% Jawa

11,10%

Kalimantan

12,30%

Maluku Papua

41,26%

Sulawesi

9,81%

Sumatera

13,04%

Tahapan Proses Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

41,26 % 

capaian 

distribusi akses 

berlokasi di 
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Jumlah unit per tahapan proses pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

di atas adalah jumlah unit yang diproses pada tahun 2024 saja. Permohonan sejumlah 

1.125 unit artinya jumlah permohonan yang diterima oleh Direktorat PKPS pada tahun 

2024. Begitupun untuk proses verad, vertek, dan penyampaian draft SK adalah proses 

verad, vertek, dan penyampaian draft SK yang dilakukan oleh Direktorat PKPS pada 

tahun 2024. Sedangkan untuk data capaian PKPS Tahun 2024 dapat bersumber dari 

permohonan tahun-tahun sebelumnya tetapi diterbitkan SK persetujuan pada tahun 

2024. 

 

  

Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas
717 1.655.237 495 1.570.274 217 81.228 5 3.628 1 107

Verifikasi Teknis HD HKm HTR KK

Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas
690 1.626.016 488 1.550.548 199 72.948 3 2.520

Tahap ND Penyampaian HD HKm HTR KK

233 Permohonan belum dilakukan verad 

71 permohonan dikembalikan, 104 permohonan belum 

divertek oleh BPSKL karena keterbatasan anggaran 

16 hasil vertek ditolak, 11 hasil vertek 

ditangguhkan untuk dibahas lebih lanjut  

Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas
1.125 1.936.690 574 1.664.403 526 248.822 18 20.703 7 2.762

Permohonan 2024 HD HKm HTR KK

Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas Unit Luas
892 1.757.955 499 1.571.027 375 166.525 17 20.279 1 124

Verifikasi Administrasi HD HKm HTR KK
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Tabel 17. Data Transformasi  Per Regional Per Provinsi 

 

 

  

Regional Provinsi Luas (Ha) 
Unit 
SK 

Sudah Terbit SK Belum Terbit SK 

Luas (Ha) Unit Luas Unit 

Bali Nusra 18.199,71 169 2.275,68 29 15.924,03 140 

  Bali 4.275,15 55 2.035,95 25 2.239,20 30 

  
Nusa Tenggara 
Barat 11.583,06 95 239,73 4 11.343,33 91 

  
Nusa Tenggara 
Timur 2.341,50 19     2.341,50 19 

Sumatera   37.986,16 136 1.603,09 11 36.383,07 125 

  Bengkulu 874,00 7     874,00 7 

  
Kep Bangka 
Belitung 177,03 5 30,57 1 146,46 4 

  Lampung 7.772,78 75     7.772,78 75 

  
Sumatera 
Barat 637,57 4     637,57 4 

  
Sumatera 
Selatan 19.821,14 8 489,08 1 19.332,06 7 

  Jambi 2.773,86 7     2.773,86 7 

  
Sumatera 
Utara 5.929,78 30 1.083,44 9 4.846,34 21 

Jawa 227.491,69 492 78.578,73 193 148.912,96 299 

  Jawa Barat 37.097,41 109 13.372,90 52 23.724,51 57 

  Jawa Tengah 18.557,14 58 9.686,80 26 8.870,34 32 

  Jawa Timur 166.874,72 307 52.900,27 104 113.974,45 203 

  Banten 4.962,42 18 2.618,76 11 2.343,66 7 

Sulawesi 209,00 10 209,00 9 0,00 1 

  Sulawesi Barat   1     0,00 1 

  
Sulawesi 
Tengah 209,00 9 209,00 9 0,00 0 

Maluku 
Papua Maluku Utara 1.165,00 5 1.165,00 5 0,00 0 

 Maluku Utara 1.165,00 5 1.165,00 5 0,00 0 

TOTAL   285.051,56 812 83.831,50 247 201.220,06 565 

TRANSFORMASI KULIN KK DAN IPHPS 

Masih terdapat 565 unit SK 

seluas 201.220,06 hektare 

yang belum selesai di 

transformasi 
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Target kinerja Direktorat PKPS telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, akan tetapi 

dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perubahan dan penyesuaian target kinerja 

setiap tahunnya. Penyesuaian target kinerja pada umumnya mempertimbangkan 

ketersediaan anggaran dan kondisi keuangan negara, hal ini dibahas bersama pada 

trilateral meeting antara Kementerian LHK, Bappenas dan Kementerian Keuangan dan 

hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  

Tabel 18. Target Renstra, target RKP, dan capaian PKPS dari tahun ke tahun 

No Tahun 
Target Renstra 

(ha) 

Target RKP 

(ha) 

Capaian 

(ha) 

1 2007-2014 - - 437.307,69 

2 2015 200.000 200.000 106.603,65 

3 2016 2.500.000 2.500.000 150.623,23 

4 2017 3.000.000 330.000 680.905,85 

5 2018 3.500.000 2.000.000 1.059.495,89 

6 2019 3.500.000 1.000.000 637.520,65 

7 2020 125.000 125.000 175.552,37 

8 2021 250.000 250.000 478.306,94 

9 2022 200.000 180.000 353.754,23 

10 2023 1.750.000 150.000 710.115,67 

12 2024 1.675.000 183.000 1.764.214 

Jumlah   6.554.400,17 

 

 



   Laporan Kinerja Direktorat PKPS 2024                      43 

  

Target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 

2019 pada pelaksanaannya selalu tidak terpenuhi setiap tahunnya, pada tabel di atas 

dapat dilihat bahwa pada periode 2015-2019, target kinerja setiap tahun selalu dibawah 

target yang ditetapkan pada renstra. Hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang 

terbatas dengan target yang begitu tinggi. Pada renstra tahun 2015 – 2019 target 

pemberian akses kelola Perhutanan Sosial selama 5 tahun seluas 12,7 juta hektar.  

Target pemberian akses kelola perhutanan sosial pada periode renstra 2020 – 

2024 sebesar 4 juta hektar. Capaian pada tahun 2023 berada dibawah target renstra 

karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2024, capaian pemberian akses kelola 

perhutanan sosial dua kali lipat dari capaian tahun 2023, dan melebihi target renstra 

sebesar 1,675 juta hektare. Apabila capaian dibandingkan dengan target tahunan dalam 

RKP atau Renja Direktorat PKPS, maka capaian di tahun 2020 – 2024 melebihi target 

RKP karena penyusunan target RKP disusun berdasarkan ketersediaan anggaran. 

Bahkan capaian akses kelola perhutanan sosial tahun 2024 mencapai 8x lipat dari target 

RKP dan melebihi target renstra karena adanya dukungan dana non APBN dan 

percepatan melalui kerja bareng jemput bola (jareng jebol). 

 

Gambar 12. Capaian Dit. PKPS dalam Pemberian Persetujuan PS berbanding Renstra 

dan RKP 
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0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2020 2021 2022 2023 2024

Target Renstra  (ha) 125.000 250.000 200.000 1.750.000 1.675.000

Target RKP (ha) 125.000 250.000 180.000 150.000 183.000

Capaian (ha) 175.552,37 478.306,94 353.754,23 710.115,67 1.764.214,00

Total Capaian 175.552,37 653.859,31 1.007.613,54 1.717.729,21 3.481.943,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Capaian IKK I (per tahun dan akumulasi) dibandingkan dengan target 

renstra 

 

Gambar 14. Tantangan fasilitasi akses legal Perhutanan Sosial 

87 % dari target 

renstra 2020-

2024  seluas 4 

juta Ha 

 

140% dari target renstra 

 

41% dari target renstra 

 

191% dari target renstra 

 

177% dari target renstra 

 

105% dari target  renstra 
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Dampak 

Distribusi akses kelola persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial telah 

memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Ketimpangan pengelolaan kawasan hutan antara perusahaan dan masyarakat 

berkurang dengan bertambahnya sekitar 1.764.214 ha kawasan hutan yang 

dikelola oleh masyarakat pada tahun 2024. 

2. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi sekitar 68.193 KK di tinggal di sekitar 

kawasan hutan pada tahun 2024. 

3. Pemberian akses legal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial memberikan 

legalitas kepada masyarakat sekitar hutan dalam mengelola kawasan hutan 

sehingga membuka peluang untuk mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah 

setempat. 

4. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar hutan dalam 

mengelola kawasan hutan sebagai alternatif sumber pendapatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan. 

5. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang dapat dilihat 

dari peningkatan Indeks Desa Membangun desa di sekitar kawasan hutan. 

  



46               Laporan Kinerja Direktorat PKPS 2024  

  

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah evaluasi persetujuan Perhutanan Sosial 

dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR 

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021, kegiatan evaluasi 

dalam rangka pengendalian perhutanan sosial dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 

5 (lima) tahun. Hingga tahun 2024, akses kelola hutan oleh masyarakat melalui 

Perhutanan Sosial, Kemitraan Konservasi, dan Kemitraan Kehutanan Perhutani 

Produktif sebanyak 11.015 unit. Sedangkan jumlah SK Persetujuan Pengelolaan 

Perhutanan Sosial dengan skema HKm, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, 

Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat berjumlah 9.967 unit. Hingga saat ini jumlah 

akses legal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang sudah dievaluasi sebanyak 

1.140 unit sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 19. Daftar Pelaksanaan Evaluasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. 

No Provinsi 
Skema 

Jumlah 
HKm HD 

HTR  
(Klp) 

HTR  
(org) 

KK HA 

Tahun 2017 45 0 9 0 0 0 54 
1 Bengkulu 8 -  -   -  - - 8 
2 DI Yogyakarta 24 -  -   - -  - 24 
3 Sulawesi Tenggara 1 -  9 -   - - 10 
4 Bali 4  - -  -   - - 4 
5 NTB 8  - -  -   - - 8 

Tahun 2019 159 3 35 378 0 0 575 
1 Lampung 78  - 8 -  -  - 86 
2 Sulawesi Selatan 81 3 27 286 -  - 397 
3 Gorontalo  -  -  - 92 -  - 92 

Tahun 2020 21 29 0 0 0 0 50 
1 Sumatera Barat 13 8  - -   - - 21 
2 Jambi -  20  -  -  - - 20 

3 
Kep. Bangka 
Belitung 

6  -  - -   - 
- 

6 

4 Bengkulu 2  -  -  -  - - 2 
5 Sumatera Selatan  - 1  -  -  - - 1 

Tahun 2021 18 0 4 81 0 0 103 
1 DI Yogyakarta 18  - -  -  -  - 18 

2 
Kep. Bangka 
Belitung 

- - 2 81 - 
- 

83 

  Tahun 2022 33 17 4 2 0 0 56 
1 Gorontalo 3 - - - - - 3 
2 NTB 27 - 4 - - - 31 
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No Provinsi 
Skema 

Jumlah 
HKm HD 

HTR  
(Klp) 

HTR  
(org) 

KK HA 

3 Kalimatan Selatan - - - 1 - - 1 

4 
Kalimantan 
Tengah 

1 - - - - 
- 

1 

5 Kalimantan Timur - 3 - - - - 3 
6 Lampung  - 14 - - - -  14 
7 Maluku - - - 1   - 1  
8 Jambi 1 - - - - - 1  
9 Sumatera Utara 1 - - - - - 1 
  Tahun 2023 72 35 7 - 2 0 116 
1 Maluku Utara 6 12 1 - - - 19 
2 Lampung 32 22 5 - 2 - 61 
3 Yogyakarta 34 - 1 - - - 35 
4 Gorontalo - 1 - - - - 1 
 Tahun 2024 71 7 58 46 - 4 186 

1 
Kepulauan Bangka 
Belitung 

55 7 53 46 - 
- 

161 

2 Jambi - - 2 - - - 2 
3 Kalimantan Barat 10 - 3 - - 4 17 
4 Aceh 2 - - - - - 2 
5 Sulawesi Selatan 1 - - - - - 1 
6 Sumatera Utara 2 - - - - - 2 
7 Jawa Timur 1 - - - - - 1 

Jumlah Total 419 91 117 507 2 4 1.140 

 

Saat ini persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang sudah berjalan 5 (lima) 

tahun atau lebih ada sekitar 6.030 SK. Artinya jumlah akses legal yang sudah dievaluasi 

sekitar 19 %, sehingga Ditjen PSKL memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar 

terkait evaluasi akses legal Perhutanan Sosial. Dalam periode 2020-2024 total jumlah 

SK yang harus dievaluasi yang ditargetkan dalam dokumen renstra sebanyak 1500 unit 

SK. Sedangkan target evaluasi periode 2020-2024 dalam dokumen RKP sebanyak 257 

unit SK. Hal ini menunjukkan bahwa target evaluasi tahunan dalam renstra maupun 

renja jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah akses legal persetujuan 

pengelolaan PS yang harus dievaluasi.  
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Gambar 15. Perbandingan capaian evaluasi terhadap target renstra dan renja 

Gap kebutuhan pelaksanaan kegiatan evaluasi dengan kewajiban melaksanakan 

evaluasi semakin meningkat setiap tahun seiring besarnya jumlah unit SK yang terbit 

dan rendahnya target evaluasi setiap tahun. Pada tahun 2023, Direktorat PKPS 

melakukan uji coba pelaksanaan evaluasi mandiri melalui aplikasi Pengendalian 

Perhutanan Sosial Mandiri Kelompok Perhutanan Sosial (Pesan KPS). Penggunaan 

aplikasi berbasis web dalam melaksanakan evaluasi dapat menjangkau KPS yang lebih 

banyak dengan jumlah anggaran yang lebih hemat. Hal ini terlihat pada tahun 2023-

2024, jumlah capaian evaluasi lebih besar dibandingkan dengan capaian evaluasi 

tahun-tahun sebelumnya. Bahkan capaian evaluasi tahun 2024 menyumbang 36 % (186 

dari 511) capaian evaluasi periode 2020-2024. Pelaksanaan evaluasi mandiri melalui 

aplikasi Pesan KPS mengacu kepada SK Menteri LHK Nomor 1091 Tahun 2024 

tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pada tahun 2024, 

pelaksanaan evaluasi dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi 

Kalimantan Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi 

Sumatera Utara, dan Provinsi Jawa Timur.   
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Tantangan pelaksanaan evaluasi Pengendalian Perhutanan Sosial Mandiri 

adalah kurangnya pemahaman para pihak terhadap regulasi terbaru terkait Pesan KPS, 

keterbatasan akses internet dalam pengisian aplikasi Pesan KPS, dan jumlah 

pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah persetujuan pengelolaan PS. Selain 

itu aplikasi juga masih perlu dilaksanakan pembaharuan agar tidak ada kendala dalam 

pelaksanaan evaluasi mandiri.  

 

Permohonan Perubahan Persetujuan dan Aduan terhadap Persetujuan 

Pengelolaan Perhutanan Sosial selama Tahun 2023 

Setelah diberikannya Persetujuan Perhutanan Sosial tidak sedikit yang timbul 

permasalahan baik karena adanya tumpang tindih lahan, pergantian pengurus, 

pergantian keanggotaan atau adanya aduan dari pihak lain yang merasa dirugikan 

dengan adanya persetujuan Perhutanan Sosial yang menyebabkan harus dilakukannnya 

perubahan persetujuan. Selama tahun 2024, teridentifikasi 43 permohonan perubahan 

persetujuan diantaranya karena adanya penambahan anggota, perubahan areal kerja 

karena adanya tumpang tindih maupun perbedaan wilayah administrasi, dan perubahan 

subyek maupun obyek. Rekapitulasi permohonan perubahan persetujuan dan proses 

penanganan sebagaimana tabel di bawah ini. Untuk daftar rinci permohonan perubahan 

persetujuan pengelolaan PS dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 20. Rekapitulasi Permohonan Perubahan Persetujuan Pengelolaan PS Tahun 

2024 

No Provinsi 

Jenis Perubahan 
Total 

Permohonan 

Perubahan 
Subyek Obyek 

Subyek 

dan Obyek 

1 Gorontalo   1   1 

2 Jawa Barat 1     1 

3 Jawa Tengah     1 1 

4 Jawa Timur     4 4 

5 Kalimantan Tengah 2     2 

6 Kalimantan Utara     4 4 

7 NTB 1     1 
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No Provinsi 

Jenis Perubahan 
Total 

Permohonan 

Perubahan 
Subyek Obyek 

Subyek 

dan Obyek 

8 NTT 1     1 

9 Riau 1     1 

10 Sulawesi Selatan 2 14 3 19 

11 Sulawesi Tenggara   1 1 2 

12 Sulawesi Utara   1   1 

13 Sumatera Utara 2     2 

TOTAL 10 19 13 40 

 

Berdasarkan Pasal 188 ayat 3 PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021, dinyatakan 

bahwa pelaksanaan evaluasi tidak hanya karena sudah berjalan lima tahun, tetapi dapat 

juga dilaksanakan apabila ada kasus atau permasalahan khusus yang mengharuskan 

dilakukan evaluasi meskipun izin Perhutanan Sosial belum berjalan 5 (lima) tahun. 

Daftar aduan permasalahan pasca terbitnya persetujuan sebagaimana disajikan pada 

tabel berikut ini.  

Tabel 21. Data Aduan Tahun 2024 Pasca Terbitnya SK Persetujuan Pengelolaan  

Perhutanan Sosial  

No Provinsi Status Total Aduan 

Selesai Proses 

1 Aceh 1 
 

1 

2 Jambi 2 
 

2 

3 Jawa Barat 1 1 2 

4 Jawa Timur 
 

2 2 

5 Kalimantan Tengah 
 

2 2 

6 Kalimantan Timur 
 

1 1 

7 Kepulauan Bangka Belitung 2 
 

2 

8 Kepulauan Riau 1 
 

1 

9 Riau 2 
 

2 

10 Sulawesi Selatan 1 1 2 

11 Sulawesi Tenggara 
 

1 1 

12 Sumatera Barat 
 

1 1 

13 Sumatera Selatan 2 
 

2 
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14 Sumatera Utara 12 1 13 

Total 24 10 34 

 

Dari 34 aduan pasca terbitnya SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

yang terdata, 13 diantaranya berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan 92% (12 dari 13 

aduan) sudah selesai ditangani oleh PKPS. Sebanyak 24 dari 34 aduan (70,58%) sudah 

diselesaikan oleh PKPS dan sisanya masih dalam proses penanganan. Dalam 

melakukan penanganan terhadap aduan diperlukan kehati-hatian agar penanganan tepat 

sasaran dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat tapak dan tidak dijadikan sarana 

untuk memperjuangkan kepentingan pihak tertentu. Beberapa permasalahan yang 

menjadi sumber aduan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial pada tahun 2024 

antara lain: 

1. Tumpang tindih areal persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan perizinan 

lainnya, baik yang dikeluarkan oleh KLHK maupun dari K/L lain dan pemerintah 

daerah.  

2. Mayoritas penggarap berasal dari luar desa sehingga menjadi sumber konflik di 

tapak. 

3. Adanya klaim lahan oleh pihak lain baik perseorangan maupun kelompok. 

Indikator Kinerja Kegiatan 3: Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan 

Sosial. 

IKK 3 diukur berdasarkan ketersediaan dokumen rancangan strategi dan 

informasi kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial. Rancangan strategi dan 

informasi kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (IKK 3) merupakan kegiatan 

yang baru dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah di 

standarkan oleh Setdit PSKL untuk mengakomodir kegiatan non-teknis Direktorat 

PKPS. Target kinerja IKK 3 adalah 3 dokumen, berupa dokumen laporan perencanaan, 

evaluasi dan ketatausahaan.  
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Tabel 22. Dokumen rancangan strategi dan informasi kinerja PKPS tahun 2024 

No Dokumen Ketersediaan 

1 Renja direktorat PKPS tahun 2024 ✓ 

2 SPIP 2024 ✓ 

3 Laporan Kinerja direktorat PKPS tahun 2023 ✓ 

Total 100% 

 

A.  Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2024  

Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 

2024 telah ditetapkan oleh Direktur 

PKPS dengan Keputusan Direktur PKPS 

Nomor: SK.17/PKPS/PHKHTR/REN.0/ 

12/2023 tanggal 7 Desember 2023. 

Rencana Kerja Tahun 2024 Direktorat 

PKPS merupakan penjabaran dari 

Rencana Kerja Direktorat Jenderal 

Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan Tahun 2024 yang disusun 

berdasarkan RKP tahun 2024 yang 

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 

86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2024.  
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B. Dokumen Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 

tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, penyelenggaraan SPIP 

dimaksudkan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat 

dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan 

yang efektif, ekonomis, dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, keamanan pengelolaan 

asset BMN, serta ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Berkaitan dengan 

penyelenggaraan SPIP telah terbit Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 

Juli 2015 tentang Penyelenggaraan 

pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan 

mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban 

pada tingkat satuan kerja (satker) pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat 

terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien. SPIP salah satu instrument 

penting dalam upaya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 

pemerintahan yang bersih (clean governance). 

Desain penyelenggaraan SPIP sudah disusun pada bulan Januari tahun 2024, 

terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penyusunan desain 

penyelenggaraan SPIP lingkup Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

memperhatikan standar dan pedoman penyusunan desain penyelenggaraan SPIP 

Tingkat Satker UPT yang diatur dalam lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015. 
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C.  Laporan Kinerja Direktorat PKPS tahun 2023  

Laporan Kinerja Direktorat PKPS tahun 2022 

disusun sebagai pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 dari Rencana Strategis 

(Renstra) Direktorat PKPS tahun 2020-2024. Di dalam buku ini menyajikan informasi 

secara lengkap dan ringkas tentang capaian kinerja pada Direktorat PKPS. Laporan 

Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Direktorat PKPS. 

 

Indikator Kinerja Kegiatan 4: Strengthening Social Forestry in Indonesia (SSF) 

Kegiatan SSF memiliki target 1 dokumen, sementara capaian hingga akhir 

Desember 2024 mencapai 1 dokumen, dengan demikian target capaian IKK 4 ini 

mencapai 100%. Berdasarkan empat indikator utama (Project Development 

Objectives), capaian SSF sampai tahun 2024 sudah melampaui target akhir proyek, 

kecuali untuk indikator dua (kawasan hutan yang telah dikelola berdasarkan praktik 

pengelolaan lestari) yang diverifikasi berdasarkan RKPS yang telah disusun oleh KPS. 

Untuk indikator 2 ditargetkan seluas 300.000 Ha kawasan hutan dikelola secara lestari 

pada akhir proyek (Juni 2025), hingga 2024 sudah mencapai 137.428 Ha. Artinya 
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masih ada sisa target seluas 162.572 Ha kawasan hutan untuk dikelola secara lestari 

hingga Juni 2025.  

 Tabel 23. Capaian SSF berdasarkan indikator utama hingga tahun 2024 

No Nama Indikator 
Kondi

si awal 

Target 

akhir 

Progres sampai akhir 2024 

Target Capaian Catatan 

Indikator Utama (Project Development Objectives)   

1 Luas kawasan 

hutan yang telah 

memperoleh 

persetujuan 

perhutanan sosial  

60.000 

Ha 

300.000 

Ha 

300.000 

Ha 

356.194,14 Ha ▪ Dalam wilayah 

kabupaten sasaran 

= 166.561,39 ha. 

▪ Di luar wilayah 

kabupaten sasaran, 

dalam provinsi 

yang sama = 

189.632,75 ha 

2 Kawasan hutan 

yang telah 

dikelola 

berdasarkan 

praktik 

pengelolaan 

lestari  

15.000 

Ha 

300.000 

Ha 

250.000 

Ha 

137.428 Ha  Diverifikasi 

berdasarkan RKPS 

yang telah disusun 

yang mencakup 325 

KPS. 

3 Mitigasi emisi 

GRK  

0 9.209.969  

Metric 

tons 

7.300.000  

Metric 

tons 

1.643.398 Berdasarkan capaian 

nilai laju deforestasi, 

reforestasi, dan 

agroforestri  
4 Jumlah orang di 

dalam wilayah 

sasaran proyek 

yang menerima 

manfaat (moneter 

dan non moneter) 

dari kawasan 

hutan  

0 150.000 

jiwa 

150.000 

jiwa 

171.444 jiwa Penerima manfaat 

Perhutanan Sosial di 

dalam dan di luar 

Kabupaten Proyek 

SSF 

4a Prosentase 

penerima manfaat 

kaum wanita  

0 30% 30% 44% Penerima SK, 

Pelaksana Proyek, 

Partisipan sebanyak 

177.351 orang 

(99.088 Pria dan 

78.263 Wanita) 
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DAMPAK 

Pada tahun 

keempat (2024) kegiatan 

proyek difokuskan pada 

Komponen 2 yaitu 

peningkatan kapasitas 

pengelolaan areal PS, 

melalui pelaksanaan 

fasilitasi pasca 

persetujuan PS dalam rangka pengembangan usaha KPS/KUPS di wilayah 

kabupaten/kota di wilayah kerja proyek. Kegiatan fasilitasi pra izin juga masih 

dilaksanakan yang meliputi sosialisasi PS, pendampingan dalam penyusunan dokumen 

usulan, jareng jebol dan verifikasi teknis, dalam rangka pemenuhan pencapaian target 

pemberian persetujuan PS. Fokus kegiatan pada Komponen 2 diperlukan dalam 

penguatan kelembagaan kelompok melalui penyaluran hibah, baik hibah skala kecil 

maupun hibah inovatif, fasilitasi pasca izin yang meliputi konsolidasi KPS/KUPS, 

pengenalan sistem digitalisasi dalam penyusunan RKPS serta fasilitasi dalam 

penyusunan dan finaslisai naskah Master Plan Integrated Area Development (IAD) di 

wilayah kabupaten/kota sasaran. 

Kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan kegiatan Komponen 3, dimana 

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi koordinasi internal proyek dan 

dengan pihak terkait; pelengkapan personel proyek dan perangkat kerja; dan 

peningkatan kapasitas personel. Pada aspek manajemen proyek, kegiatan yang 

dilaksanakan berupa perencanan kegiatan, pemantauan/supervisi dan evaluasi 

kegiatan, baik yang dilakukan secara rutin oleh Team Proyek maupun dengan bantuan 

Team World Bank melalui pelaksanaan Implementation Support Mission (ISM), baik 

yang bersifat reguler maupun saat pelaksanaan Mid Term Review (MTR). Dalam 

rangka peningkatan kinerja proyek, berbagai upaya juga tengah dilakukan untuk 

memperbaiki tata hubungan kerja internal proyek, khususnya yang terkait dengan 



58               Laporan Kinerja Direktorat PKPS 2024  

  

penguatan peran KPH sebagai Sub Project Management Unit (SPMU). Pemahaman 

tata cara administrasi keuangan, termasuk sistem pertanggungjawaban keuangan 

menurut DIPA APBN oleh para pelaksana kegiatan di lapangan (Fasilitator PS, 

Pendamping Masyarakat dan Tenaga Administrasi Lapangan) sangat penting bagi 

kelancaran kegiatan proyek. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

tenaga lapangan dalam sistem administrasi keuangan tersebut, coaching intensif yang 

dilakukan oleh staf Balai PSKL dan supporting staff proyek (khususnya PPK dan 

petugas administrasi keuangan) merupakan kegiatan yang secara rutin perlu 

dilaksanakan. Kegiatan tersebut perlu direncanakan dan dianggarkan di dalam rencana 

kerja kegiatan tahunan. 

Dalam mendukung penyelenggaraan Perhutanan Sosial, kebijakan di tatanan 

nasional maupun regional terus dikembangkan seperti halnya Perpres No. 28 Tahun 

2023 tentang perencanaan terpadu Percepatan Pengelolaan PS, Petunjuk Teknis 

Penyaluran Hibah, dan juga penguatan Pokja PPS. Selain itu, kebijakan penguatan PS 

di daerah perlu terus diperkuat dan ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi dan 

keterlibatan para pihak dalam berbagai kegiatan pengembangan PS seperti jareng jebol, 

pengembangan Integrated Area Development (IAD) secara partisipatif, dan juga survey 

tutupan lahan untuk menentukan baseline dan juga penentuan metode perhitungan 

emisi GRK. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi aspek penting dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Komponen 1 Proyek SSF. 

 

Kendala 

Berbagai hambatan dan kendala dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan 

Proyek SSF selama tahun 2024. Keterbatasan kapasitas para pelaksana kegiatan, 

komunikasi antar lembaga yang belum berjalan optimal, seperti antara NPMU dengan 

SPMU, sistem kebijakan/aturan yang masih kaku, seperti prosedur verifikasi usulan PS 

yang memiliki tanaman sawit serta aturan baku dalam tata batas kawasan hutan serta 

penataan data dan informasi yang masih berkembang merupakan beberapa kendala 

yang masih dihadapi dan menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan serta 
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pencapaian target-target proyek. Namun demikian, dalam waktu yang bersamaan 

berbagai kendala dan hambatan tersebut memberikan pembelajaran yang berarti dan 

bermanfaat bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan proyek, maupun sebagai umpan 

balik bagi upaya pengembangan program PS di masa mendatang. 

 

III. 2. Penghargaan atas Prestasi Kinerja 

Direktorat Penyiapan 

Kawasan Perhutanan 

Sosial berhasil meraih 

penghargaan atas Hasil 

Pengawasan Kearsipan 

Internal pada tahun 

2024. Penghargaan ini 

diperoleh berdasarkan 

Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 1246 

Tahun 2024 tentang 

Nilai Hasil Pengawasan 

Kearsipan Internal. 

Sebagai Unit Pengolah, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

memperoleh nilai pengawasan "88,39" dengan kategori A (memuaskan). Pencapaian 

ini mencerminkan komitmen Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial dalam 

menerapkan standar pengelolaan arsip yang profesional dan berkesinambungan. Hal 

ini juga menunjukkan bahwa Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial telah 

menerapkan aspek-aspek penting dalam pengelolaan kearsipan, termasuk Pengelolaan 

Arsip, Penggunaan Arsip, dan Pemeliharaan Arsip, yang semuanya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi kuat bagi Direktorat 

Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial untuk terus mempertahankan, bahkan secara 

aktif meningkatkan pengelolaan arsip di masa mendatang. 
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III. 3. Dukungan terhadap Prioritas Nasional 

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, arah kebijakan 

pembangunan nasional tahun 2024, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan 

penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan 

kesehatan; (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (4) penguatan daya 

saing usaha; (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (6) percepatan 

pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (7) percepatan pembangunan Ibu 

Kota Nusantara; dan (8) pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.  

Direktorat PKPS masuk dan mendukung Prioritas Nasional 3 yaitu 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui 

program prioritas pengentasan kemiskinan. Salah satu program yang memastikan 

bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan 

dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan 

kesejahteraan, kesetaraan, dan pelestarian lingkungan adalah Program Perhutanan 

Sosial. Perhutanan Sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pola pemberdayaan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan. 

 

Gambar 16. Dukungan kegiatan Direktorat PKPS terhadap Prioritas Nasional 
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Kontribusi Perhutanan Sosial dalam Mewujudkan Folu 

Net Sink 2030 

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi 

mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Pada 

tahun 2030 diharapkan tercapai kondisi tingkat serapan lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat emisi. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengurangi dampak negatif dari perubahan 

iklim yang menyebabkan pemanasan global.  

Gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida (CO2), belerang dioksida (SO2), 

nitrogen monoksida (NO), dinitrogen oksida (N2O), gas metana (CH4), dan 

klorofluorokarbon (CFC). Gas rumah kaca berfungsi menjaga suhu bumi tetap stabil, 

melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, mendukung siklus air, mempengaruhi 

proses biogeokimia, dan mempengaruhi cuaca serta iklim. Namun dalam jumlah yang 

berlebihan, gas rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global (peningkatan suhu 

rata-rata bumi). Pada tahun 2023, tercatat peningkatan suhu bumi mencapai 1,59°C 

sehingga tahun ini dianggap sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Pemanasan 

global dalam tahap yang lebih ekstrem ini dikenal dengan istilah global boiling.  

Global boiling terjadi karena adanya peningkatan gas emisi rumah kaca (CO2, 

CH4, dan N2O) karena deforestasi, penggunaan bahan bakar fosil (batu bara, minyak 

bumi, dan gas alam), industrialisasi, penggunaan pupuk kimia dalam kegiatan 

pertanian, pengelolaan sampah yang tidak tepat sehingga menimbulkan timbunan yang 

menghasilkan gas metana. Dalam rangka mengurangi emisi maka pemerintah 

menginisiasi beberapa program. diantaranya FOLU (Forest and Other Land Use) Net 

Sink 2030. 

Perhutanan sosial menjadi salah satu sektor yang diharapkan berkontribusi 

dalam mewujudkan FOLU Net Sink 2030. Aksi mitigasi pada areal perhutanan sosial 

(skema HD, HKm, dan HTR) diidentifikasi dapat dilakukan pada areal seluas 4,06 juta 

hektare. Jika pengurangan emisi per hektare adalah 1,94 juta ton CO2 eq maka dari 

areal perhutanan sosial ditargetkan mampu mengurangi emisi sebanyak 7,88 juta ton 
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CO2 eq. Jika pada tahun 2030 kawasan hutan yang dikelola melalui perhutanan sosial 

ditargetkan 12,7 hektare maka mampu mengurangi emisi karbon sebanyak 24,6 juta 

ton CO2 eq. Target pengurangan emisi pada tahun 2030 adalah 140 juta ton CO2 eq 

sehingga dari areal perhutanan sosial berkontribusi 18 % dari target FOLU Net Sink 

nasional. 

 

Gambar 17. Kontribusi perhutanan sosial dalam pencapaian target FOLU Net Sink 

 

 Berdasarkan data perbandingan tutupan lahan tahun 2016 dan tahun 2023 yang 

bersumber dari Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumberdaya Hutan, Ditjen 

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, terdapat perbaikan tutupan lahan di areal 

perhutanan sosial. Pada selang waktu 2016 sampai 2023, pada tutupan lahan hutan 

lahan kering primer terdapat peningkatan sebesar 10%, pada hutan mangrove primer 

terdapat peningkatan sebesar 19 %, pada hutan mangrove sekunder terdapat 

peningkatan sebesar 9% dan pada hutan rawa sekunder terdapat peningkatan sebesar 

5%. Untuk tutupan lahan belukar terdapat penurunan luasan sebesar 24% karena telah 

berubah menjadi lahan berhutan. Tren perbaikan tutupan lahan ini menjadi penguat 

bahwa perhutanan sosial dapat memberikan kontribusi pengurangan emisi 8% dari 

target FOLU Net Sink 2030 secara nasional pada tahun 2030. 
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Tabel 24. Data Analisa Tutupan Lahan pada Areal Perhutanan Sosial  

NO PENUTUPAN LAHAN 2016 

(Ha) 

2023 

(Ha) 

% PERUBAHAN 

Berhutan 

1 Hutan Lahan Kering Primer 904.103 998.298 10% 

2 Hutan Mangrove Primer 73.557 87.267 19% 

3 Hutan Rawa Primer 305.120 299.095 -2% 

4 Hutan Lahan Kering Sekunder 1.711.779 1.618.595 -5% 

5 Hutan Mangrove Sekunder 119.460 130.692 9% 

6 Hutan Rawa Sekunder 354.097 370.809 5% 

Aktivitas Masyarakat 

7 Hutan Tanaman 235.954 266.971 13% 

8 Perkebunan 100.752 156.041 55% 

9 Pertanian Lahan Kering Campur 657.905 687.578 5% 

10 Pertanian Lahan Kering 106.889 121.962 14% 

11 Belukar 444.642 339.031 -24% 

12 Savanna/ Padang rumput 52.717 48.882 -7% 

13 Belukar Rawa 306.636 325.792 6% 

14 Sawah 25.392 25.388 0% 

15 Tambak 16.756 19.256 15% 

16 Tanah Terbuka 117.246 33.387 -72% 

Non Hutan 

17 Pemukiman 4.327 5.944 37% 

18 Pertambangan 12.153 12.797 5% 

19 Transmigrasi 354 134 -62% 

20 Rawa 77.654 83.983 8% 

21 Badan Air 15.994 11.558 -28% 

22 Bandara/ Pelabuhan 1 28 2919% 

 TOTAL 5.643.489 5.643.489  
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III. 4. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran 

Realisasi Anggaran 

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2024 semula adalah sebesar Rp. 

23.586.500.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 7.461.000.000,- dan HLN 

sebesar Rp. 16.125.500.000,-. Pada DIPA Kantor Pusat Ditjen PSKL masih terdapat 

anggaran yang diblokir sebesar Rp. 1.471.234.000,-karena automatic adjustment 

sebesar Rp. 1.266.234.000,00, penghematan anggaran belanja perjalanan dinas (akun 

524 APBN) sebesar Rp. 85.000.000,00, dan penghematan akun 524 pada anggaran 

yang bersumber dari HLN sebesar Rp. 120.000.000,00. Selain itu juga terdapat 

realokasi tahap 1 sebesar Rp. 490.000.000,-, dan realokasi tahap 2 sebesar Rp. 

111.800.000,- untuk penyesuaian tunjangan kinerja Direktorat PKPS. Total anggaran 

akhir Direktorat PKPS (tidak memasukkan anggaran yang diblokir) sebesar Rp. 

21.513.466.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 

2024 adalah sebesar Rp. 21.495.680.882,-. Jika pagu awal memasukkan nominal blokir 

anggaran maka prosentase serapan sebesar 93,52%. Tetapi jika pagu awal tidak 

memasukkan anggaran yang diblokir, realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,92%. 

Rincian realisasi anggaran berdasarkan IKK dengan pagu awal tanpa memasukkan 

nominal blokir sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 25. Realisasi anggaran berdasarkan IKK 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
PAGU 

 
REALISASI % 

Persetujuan Perhutanan 

Sosial dalam Skema HD, 

HKm, Kemitraan 

Kehutanan, dan HTR kepada 

Kelompok Masyarakat 

4.301.800.000 

 

4.301.148.109 99,98% 

Kelompok Masyarakat 

Penerima Persetujuan 

Perhutanan Sosial yang 

Dievaluasi 

692.000.000 

 

691.771.369 99,97% 

Fasilitasi Penyiapan 

Kawasan Perhutanan Sosial 
514.166.000 

 
513.866.084 99,94% 
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INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
PAGU 

 
REALISASI % 

Fasilitasi dan Pembinaan 

Kelompok Masyarakat 

melalui Project SSF 

16.005.500.000 

 

15.988.895.320 99,90% 

TOTAL 21.513.466.000  21.495.680.882 99,92% 

 

Realisasi Anggaran per Sumber Dana 

Jumlah anggaran yang berasal dari APBN (RM dan PNBP) yaitu sebesar Rp. 

5.507.966.000,- dengan nilai realisasi sebesar Rp. 5.506.785.562,- sehingga nilai 

persentase capaiannya 99,98%. Pagu anggaran HLN sebesar Rp. 16.005.500.000,-, 

dengan nilai realisasi sebesar Rp. 15.988.895.320,-, sehingga nilai persentasenya 

99,90%.  Rinician realisasi anggaran Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

Tahun 2024 untuk masing-masing sumber dana (pagu awal tanpa memasukkan 

anggaran yang diblokir) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 26. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2024 per sumber dana 

No Sumber dana Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 APBN – RM 2.489.966.000 2.489.291.738 99,97% 

2 APBN – PNBP 3.018.000.000 3.017.493.824 99,98% 

3 HLN 16.005.500.000 15.988.895.320 99,90% 

Jumlah 21.513.466.000 21.495.680.882 99,92% 

 

Realisasi Anggaran per Output dan Komponen 

Alokasi anggaran pada output teknis (luas hutan yang dikelola masyarakat 

dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR, dan Kemitraan Kehutanan) memiliki komponen 

yang ekuivalen dengan struktur kelembagaan pada Direktorat PKPS yaitu Subdit 

Penyiapan HKm dan HTR, Subdit Penyiapan HD dan KK serta Ketatausahaan. Rincian 
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realisasi anggaran per output dan per komponen (pagu awal tanpa memasukkan 

anggaran yang diblokir)  disajikan dalam tabel 27. 

Berdasarkan tabel 27, nilai persentase tertinggi ada pada kegiatan penyiapan 

hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat yaitu dengan penyerapan anggaran 

100 %. Dari pagu anggaran senilai Rp 1.999.252.000 hanya menyisakan anggaran Rp 

58.557,-. Sedangkan persentase realisasi anggaran terkecil adalah kegiatan penguatan 

kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung perhutanan sosial dengan serapan 99,79%. 

Dari pagu anggaran Rp 2.300.000.000 menyisakan anggaran sebesar Rp 4.716.186,-. 

Tabel 27. Realisasi anggaran Direktorat PKPS tahun 2024 per output per komponen 

Sumber 

Dana 
Kode Kegiatan Pagu 

Realisasi 

Rp % 

APBN 

6749 

Direktorat Penyiapan 

Kawasan Perhutanan 

Sosial 

5.507.966.000 5.506.785.562 99,98% 

ABV.001 

Fasilitasi Penyiapan 

Kawasan Perhutanan 

Sosial 

514.166.000 513.866.084 99,94% 

51 
Penyusunan 

Perencanaan 
118.595.000 118.467.010 99,89% 

52 Evaluasi dan Pelaporan 395.571.000 395.399.074 99,96% 

QDD.002 

Persetujuan 

Perhutanan Sosial 

dalam Skema HD, 

HKm, Kemitraan 

Kehutanan, dan HTR 

kepada Kelompok 

Masyarakat 

4.301.800.000 4.301.148.109 99,98% 

51 

Penyiapan Hutan 

Kemasyarakatan dan 

Hutan Tanaman Rakyat 

1.999.252.000 1.999.193.423 100,00% 

52 

Penyiapan Hutan Desa 

dan Kemitraan 

Kehutanan 

2.302.548.000 2.301.954.686 99,97% 
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Sumber 

Dana 
Kode Kegiatan Pagu 

Realisasi 

Rp % 

QDD.003 

Kelompok 

Masyarakat Penerima 

Persetujuan 

Perhutanan Sosial 

yang dievaluasi 

692.000.000 691.771.369 99,97% 

51 
Evaluasi izin akses 

Perhutanan Sosial 
692.000.000 691.771.369 99,97% 

HLN 

6749 SSF 16.005.500.000 15.988.895.320 99,90% 

BDD.002 

Fasilitasi dan 

Pembinaan Kelompok 

Masyarakat Melalui 

Project SSF 

16.005.500.000 15.988.895.320 99,90% 

51 

Penguatan Kebijakan 

dan Kelembagaan 

untuk Mendukung 

Perhutanan Sosial 

2.300.000.000 2.295.283.814 99,79% 

52 

Penguatan Kemampuan 

Masyarakat mengelola 

SDH melalui 

Perhutanan Sosial 

9.707.400.000 9.696.846.448 99,89% 

53 

Pengelolaan Proyek 

dan Monitoring 

Evaluasi 

3.998.100.000 3.996.765.058 99,97% 

TOTAL 21.513.466.000 21.495.680.882 99,92% 

 

 

III. 5. Analisis Efisiensi 

Jika mengacu pada capaian Ditjen PSKL untuk IKP akses kelola masyarakat 

seluas 1.850.072,54 Ha maka capaian Direktorat PKPS (Perhutanan Sosial skema HD, 

HKm, HTR, dan Kemitraan Kehutanan) adalah seluas 1.764.214 Ha. Capaian ini 

diperoleh tidak hanya dari sumber dana APBN tetapi hasil cost sharing dari sumber 

dana APBN, SSF, dan BPDLH. Jumlah realisasi anggaran untuk kegiatan distribusi 

akses yang berasal dari ketiga sumber pendanaan tersebut total adalah 

Rp.22.850.167.452,- dengan rincian dari APBN Rp. 14.603.115.967,00,-, BPDLH Rp. 

6.849.130.985,- dan SSF sebesar Rp. 1.397.920.500,00. 
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Tabel 28. Realisasi anggaran kegiatan distribusi akses dari sumber pendanaan APBN, 

BPDLH, dan SSF. 

No Komponen Realisasi Ket 

APBN BPDLH SSF 

1. Ko-Kreasi    1.031.012.500 PKPS 

2. Fasilitasi Penyiapan 

dan Pemberian 

Akses 

  353.655.500 Balai 

3. Fasilitasi 

Penyusunan Usulan 

dan Pembuatan Peta 

Usulan PS 

  13.252.500 Balai 

4. Persetujuan PS 

dalam skema HD, 

HKm, HTR, KK 

 6.582.699.112  PKPS 

5. Persetujuan PS 

dalam skema HD, 

HKm, HTR, KK di 

areal KHDPK 

 266.431.873  PKPS 

6. Penyiapan HKm, 

HTR, HD, KK 

4.301.148.109   PKPS 

7. Prakondisi 

Kelompok 

Masyarakat Calon 

Penerima 

Persetujuan PS  

10.301.967.858   Balai  

TOTAL 14.603.115.967 6.849.130.985 1.397.920.500  

 

Berdasarkan capaian PKPS seluas 1.764.214 Ha (1081 unit) dengan total 

realisasi anggaran sebesar Rp.22.850.167.452,- maka biaya per hektare sebesar 

Rp.12.952,- dan biaya per unit SK sebesar Rp. 21.137.990,-. Biaya per unit SK ini lebih 

kecil dibandingkan standar biaya kegiatan khusus untuk distribusi akses kelola 

kawasan hutan oleh masyarakat sebesar 35 juta per kelompok masyarakat. 

Capaian PKPS yang bersumber dari anggaran APBN seluas 284.254,70 Ha. 

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Direktorat PKPS tahun 

2024 yang bersumber dari anggaran APBN selanjutnya dilakukan analisis efisiensi 
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penggunaan anggaran dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan 

persentase capaian kinerja.  

Tabel 29. Capaian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 204 

Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian % Capaian 

Luas kawasan hutan yang 

memperoleh persetujuan 

Perhutanan Sosial dalam Skema 

HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, 

dan HTR kepada Kelompok 

Masyarakat 

183.000 ha  284.255 ha  155 % 

Jumlah evaluasi persetujuan 

Perhutanan Sosial 
58 SK 186 SK 321% 

Fasilitasi Penyiapan Kawasan 

Perhutanan Sosial 
3 Dokumen 3 Dokumen 100% 

Rata-rata capaian kinerja IKK 192 % 

 

Dari hasil capaian kinerja 

Direktorat PKPS yang berasal dari 

sumber dana APBN sebesar 192 % 

dengan realisasi anggaran yang 

berasal dari sumberdana APBN 

sebesar 99,98%, didapatkan rasio 

efisiensi sebesar 0,52. Nilai rasio 

efisiensi <1 tersebut menunjukkan 

bahwa penggunaan anggaran 

Direktorat PKPS yang berasal dari 

APBN efisien terhadap capaian 

kinerja. 

 

 

 

 

192 % 
Capaian Kinerja Dit PKPS dengan sumber 
dana APBN 

99,98% 
Realisasi anggaran Dit PKPS dengan sumber dana 
APBN 

0,52 
Analisis Efisiensi 
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BAB IV   

PENUTUP 

Secara umum capaian kinerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 

pada tahun 2024 baik. Empat indikator capaian kinerja (termasuk proyek SSF) berhasil 

mencapai target. Bahkan untuk indikator kinerja luas kawasan hutan yang memperoleh 

persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan 

HTR kepada kelompok masyarakat, dan indikator kinerja jumlah evaluasi persetujuan 

Perhutanan Sosial capaian kinerjanya melampaui target yang ditentukan (155% untuk 

IKK distribusi akses dan 321% untuk IKK evaluasi).  

Tetapi dalam pelaksanaanya, mengikuti perkembangan kebijakan di masa 

mendatang, diperlukan strategi agar capaian kinerja Direktorat PKPS terus meningkat. 

Sinergitas lintas kementerian/lembaga dan harmonisasi tata hubungan kerja antara 

pemerintah pusat dan daerah menjadi hal kunci yang harus diwujudkan dalam rangka 

percepatan perhutanan sosial dan peningkatan kualitas perhutanan sosial secara 

terpadu. Selain itu, penguatan KPH dan pendampingan di tingkat tapak juga menjadi 

hal penting untuk memastikan pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial 

mampu memenuhi kewajiban, mendapatkan hak, dan mematuhi larangan. 

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perencanaan, 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu mendatang. Kiranya 

Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita 

sekalian, untuk dapat bekerja dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa 

Indonesia.  

Jakarta,     Januari 2025       
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Lampiran I. Perjanjian Kinerja 2024 
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Lampiran 2. Rencana Aksi Direktorat PKPS Tahun 2024 
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Lampiran 3. Data Permohonan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 

Tahun 2024 

N

o 

Provinsi Kab KPS Permasalahan Progre

s 

1 Jawa Tengah Pati, 

Kudus 

KTH 

Patiayam 

Rejo 

Perubahan persetujuan IPHPS 

an. KTH Patiayam Rejo dan 

KTH Sukobubuk Rejo 

Proses 

2 Jawa Timur Malang SK HKm Revisi SK HKM (tranformasi 

KTH bangkit Sejahtera dan 

KTH Tunggul Wulung) 

Proses 

3 Jawa Timur Pasuruan KT Organic Adendum perubahan luas dan 

anggota  

selesai 

4 Kalimantan 

Tengah 

Pulang 

Pisau 

KT 

Hapakat 

Nusa 

Lestari 1 

Penambahan Anggota 

Persetujuan Pengelolaan HKm 

Proses 

5 Kalimantan 

Tengah 

Pulang 

Pisau 

KT 

Hapakat 

Nusa 

Lestari 2 

Penambahan Anggota 

Persetujuan Pengelolaan HKm 

Proses 

6 Jawa Barat Bogor KTH 

Sejahtera 

Bersama 

Perubahan Daftar Nama 

Anggota Persetujuan 

Pengelolaan HKm KTH 

Sejahtera Bersama 

Proses 

7 Kalimantan 

Utara 

Kota 

Tarakan 

Gapoktan 

Hutan 

Lestari 

Gunung 

Selatan 

Penyesuaian Subjek dan 

Objek 

Proses 

8 KALIMANTAN 

UTARA 

Kota 

Tarakan 

Gapoktanh

ut Gunung 

Slipi 

Penyesuaian Subjek dan 

Objek 

Proses 

9 KALIMANTAN 

UTARA 

Kota 

Tarakan 

KTH Slipi 

Makdepon 

Penyesuaian Subjek dan 

Objek 

Proses 

10 KALIMANTA

N UTARA 

Kota 

Tarakan 

KTH Taka 

Ngai 

Penyesuaian Subjek dan 

Objek 

Proses 

11 Jawa Timur Jombang KTH Agro 

Tani Mulyo 

Permohonan Adrendum 

Penambahan Luas Sisa 

KHDPK dan Jumlah Anggota 

SK Persetujuan Pengelolaan 

Hutan Kemasyarakatan 

(PPHKm) 

Proses 

12 Jawa Timur Malang KTH 

Utama 

Wana 

Lestari 

- perubahan anggta kelompok Proses 
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N

o 

Provinsi Kab KPS Permasalahan Progre

s 

13 Gorontalo Gorontal

o 

KTH 

Mekar 

Indah 

Perubahan areal kerja Proses 

14 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH Sero Permohonan Revisi Areal 

Kerja IUPHKm berdasarkan 

hasil pemetaan ulang oleh 

Kelompok Tani 

Proses 

15 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH 

Sarewe 

Terdapat perbedaan lokasi 

peta IUPHKm dan garapan 

masyarakat setelah dilakukan 

penandaan batas  

Proses 

16 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH 

Lestari 

Alam 

Terdapat perbedaan lokasi 

peta IUPHKm dan garapan 

masyarakat setelah dilakukan 

penandaan batas  

Proses 

17 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH 

Coppo 

Cenrana 

Terdapat perbedaan lokasi 

peta IUPHKm dan garapan 

masyarakat setelah dilakukan 

penandaan batas  

Proses 

18 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH Mega 

Buana 

1. Perubahan anggota 2. 

Lokasi izin tidak sesuai 

dengan yang sudah dikelola 

masyarakat 

Proses 

19 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH 

Sukkuru 

Mappoji 

Permohonan Revisi Areal 

Kerja IUPHKm berdasarkan 

hasil pemetaan ulang oleh 

Kelompok Tani 

Proses 

20 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH Batu 

Mammanae 

Terdapat nama penggarap lain 

di dalam areal kerja yang 

belum masuk dalam SK 

IUPHKm 

Proses 

21 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH 

Lagolla 

Terdapat nama penggarap lain 

di dalam areal kerja yang 

belum masuk dalam SK 

IUPHKm 

Proses 

22 Sulawesi Utara Minahas

a 

KTH 

Noongan 

Permohonan Revisi Areal 

Kerja IUPHKm berdasarkan 

hasil pemetaan ulang oleh 

Kelompok Tani 

Proses 

23 Sulawesi 

Tenggara 

Konawe KTH 

Tepule 

Tumpang tindih areal kerja Proses 

24 Sulawesi 

Selatan 

Bone KT Jakariki Peta areal kerja tidak sesuai 

sesuai dengan lokasi garapan 

anggota 

Proses 



78               Laporan Kinerja Direktorat PKPS 2024  

  

N

o 

Provinsi Kab KPS Permasalahan Progre

s 

25 Sulawesi 

Selatan 

Tana 

Toraja 

KTH 

Salumalino 

 

Perbedaan wilayah 

administrasi desa 

Proses 

26 Sulawesi 

Selatan 

Luwu 

Utara 

KTH Buntu 

Rura 

terdapat perubahan fungsi 

kawasan hutan 

Proses 

27 Sulawesi 

Selatan 

Luwu 

Utara 

KTH 

Sambua 

Lambe  

, terjadi konflik pengelolaan 

antara masyarakat Desa 

Parara (KTH Sambua Lambe) 

dan Masyarakat Desa Tulak 

Tallu, Hasil FGD yang 

difasilitasi oleh  

Proses 

28 Sulawesi 

Selatan 

Bone Gapoktan 

Rimba 

Lestari 

setelah dilakukan penandaan 

batas kelompok, areal kerja 

berada pada tiga wilayah 

administrasi desa yaitu 

Tapong, Batu Putih,  dan 

Polewali  

Proses 

29 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH 

Padaidi 

1. Permohonan Revisi Areal 

Kerja IUPHKm berdasarkan 

hasil pemetaan ulang oleh 

Kelompok Tani; 2. Terdapat 

penggarap di lokasi izin 

namun namanya tidak 

tertuang di daftar nama di SK 

IUPHKm 

Proses 

30 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH Bukit 

Cinennung 

Terdapat penggarap di lokasi 

izin namun namanya tidak 

tertuang di daftar nama di SK 

IUPHKm 

Proses 

31 Sulawesi 

Selatan 

Barru KTH Botto 

Palakka 

Permohonan Revisi Areal 

Kerja IUPHKm berdasarkan 

hasil pemetaan ulang oleh 

Kelompok Tani 

Proses 

32 Sulawesi 

Selatan 

Soppeng KTH 

Cempalagie 

Permohonan Revisi areal 

kerja dan subjek.  

Proses 

33 Sulawesi 

Selatan 

Soppeng KTH 

Annungnge 

permohonan perubahan areal 

kerja persetujuan pengelolaan 

HKm 

Proses 

34 Sulawesi 

Selatan 

Soppeng KT 

Samaturue 

sebagian besar izin sdh masuk 

APL berdasarkan SKK 

362/MenLHK/Setjen/Pla.0/20

19 tanggal 28 MEi 2019, dan 

ada areal lain yang belum 

masuk ke dalam areal 

persetujuan 

Proses 
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35 Sulawesi 

Tenggara 

Kendari Gapoktanh

ut Wanggu 

Bersatu 

permohonan perubahan dan 

pencabutan 

Proses 

36 Riau   KTH 

Kepau Baru 

Lestari 

Perubahan Subjek; Yang 

diganti an. Akiat yang 

sebelumnya ditolak pada 

BAVT 

Proses 

37 Sumatera Utara   Koperasi 

Dosroha 

Perubahan Nama Koperasi; 

Belum ada regulasi terkait 

perubahan kelembagaan/nama 

Proses 

38 Sumatera Utara   KTH 

Bandar 

Kumbul 

Perubahan Kepengurusan dan 

Nama KTH) 

Proses 

39 NTT   Gapoktan 

Naruwolo 

II 

Perubahan Subjek  Proses 

40 NTB   KTH 

Kampodu 

Moro 

Perubahan subjek Proses 
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